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MOTTO

" Kejujuran dan Kepatuhan adalah dua hal yang amat

penting dalam soal pelaksanaan perjanjian”.

Wirjono Prodjodikoro, Azas-Azas Hukum Perjanjian. cet VI, Sumur Bandung,
Bandung, 1973, h. 85.
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RINGKASAN

Perkembangan hukum di Indonesia, dalam kenyataannnya tidak dapat
mengimbangi perkembangan masyarakat secara tepat. Perkembangan hukum sangat
diharapkan sejajar dengan perkembangan masyarakat, sehingga tidak akan timbul
ketidakteraturan. Di dalam dunia hisnis hukum petianjian mempunyai peranan vang
sangat penting, Hal tersebut dikarenakan pihak-pihak yang terlibat dalam petjanjian
dapat memperoleh suatu perlindungan hukum. Demikian pula dalam perjanjian sewa-
menyewa ruangan kantor antara PT. (Persero) Angkasa Pura 1 Bandar Udara
Internasional Adisumarmo dengan PT. Garuda Indonesia. Kenyataannya pelaksanaan
perjanjian sewa-menyewa ruangan kantor tersebut, sering terjadi permasalahan atau
hambatan yang menimbulkan kerugian.

Dalam tinjauan tersebut penulis ingin mengetahui dan membahas
permasalahan yang ada yaitu, tentang hambatan-hambatan yang timbul dalam
pelaksanaan perjanjian dan upaya penyelesaian yang digunakan untuk mengatasi
hambatan yang dihadapi.

Tujuan penulisan ini secara umum adalah melengkapi dan memenuhi salah
satu persyaratan pokok yang bersifat akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum
di Fakultas MHukum Universitas Jember, serta sebagai usaha penerapan dan
pengembangan ilmu pengetahuan vang diperoleh dari bangku kuliah terhadap
kenyataan atau realitas sosial dalam kehidupan masyarakat, dan mengembangkan
pemikiran ilmiah di bidang hukum yang berguna bagi mahasiswa Fakultas Hukum,
Almamater dan masyarakat. Tujuan khusus skripsi ini untuk mengetahui pelaksanaan
perjanjian sewa-menyewa ruangan Kantor antara PT. (Persero) Angkasa Pura |
dengan PT. Garuda Indonesia, untuk mengetahui hambatan yang timbul dalam
pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa ruangan kantor antara PT. (Persero) Angkasa
Pura I dengan PT. Garuda Indonesia, untuk mengetahui upaya penyelesaian hambatan
yang timbul dari pelaksanaan perjanjian s€wa-menyewa ruangan kantor antara kedua
belah pihak tersebut.

Metodologi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah : penulisan
masalah secara yuridis normatif sebagai dasar pemecahan masalah, sumber data
adalah sumber data primer meliputi pencatatan secara langsung dari PT. (Persero)
Angkasa Pura 1 sebagai pengelola tunggal bandara Adisumarmo Surakarta dan
sumber data sekunder meliputi peraturan-peraturan serta pendapat sarjana atau ahli
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hukum dan doktrin-doktrin yang berlaku dan mempunyai relevansi erat dengan pokok
permasalahan. Data-data tersebut dikumpulkan dengan cara Library Research dan
Field Research, kemudian dianalisa secara deskriptif kualitatif dan terakhir
disimpulkan dengan menggunakan metode deduktif. .

Perjanjian sewa-menyewa ruangan dalam pelaksanaanya sebagian besar telah
sesuai dengan materi yang diperjanjikan hanya saja pada bagian-bagian tertentu yang
tidak berjalan dengan baik karena oleh kurangnya ketegasan dan kurang konsistennya
para pihak dalam melaksanakan perjanjian yang ada. Bentuk hambatan yang timbul
dari pelaksanaan perjanjian tersebut diantaranya adalah mengenai perluasan bandar
udara oleh PT. (Persero) Angkasa Pura 1. Hal ini mengakibatkan ruangan yang
disewa oleh PT. Garuda ikut dibongkar. Disamping itu bentuk hambatan yang lain
adalah keterlambatan pemberitahuan perpanjangan sewa, terjadinya kerusakan
fasilitas yang diberikan oleh PT. (Persero) Angkasa Pura 1 kepada PT. Garuda
Indonesia, yang menimbulkan saling lempar-melempar tanggung jawab atas
perbatkan kerusakan fasilitas tersebut, serta adanya keterlambatan penandatanganan
kontrak yang akhirnya menghambat pelaksanaan perjanjian dan bentuk perjanjian
sewa-menyewa yang sesual dengan standar kontrak yang mengakibatkan keluhan-
keluhan dari pihak kedua. Upaya penyelesaian yang diambil adalah didasarkan pada
ketentuan surat perjanjian sewa-menyewa ruang yang sebelumnya telah disepakati
oleh  PT. (Persero) Angkasa Pura I dengan PT.Garuda Indonesia.

Saran yang dapat disumbangkan adalah PT. (Persero) Angkasa Pura I
hendaknya meningkatkan pengawasan yang ketat serta tegas dalam menerapkan
sanksi apabila terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan dari suatu perjanjian. PT.
Garuda Indonesia hendaknya melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan
bersama sebagaimana dimuat dalam surat perjanjian yang dibuat. Hendaknya
perjanjian sewa-menyewa yang dibuat benar-benar hasil negosiasi antara kedua belah
pihak sehingga mencerminkan keinginan yang disepakati bersama atau dengan kata
lain perjanjian itu tidak dibuat dalam bentuk standar kontrak.
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1.1 Latar Belakang

Perkembangan hukum di Indonesia dalam hal-hal tertentu kenyataannya
tidak dapat mengimbangi perkembangan masyarakat secara tepat. Kecenderungan
masyarakat untuk mengadakan perubahan menjadi konsekuensi logis menuju
masyarakat modern untuk selalu berorientasi pada tatanan yang lebih maju.
Peranan hukum dalam mengantisipasi kondisi masyarakat sangat dibutuhkan agar
keteraturan dalam kehidupan tidak tereduksi oleh heterogenitas kepentingan yang
tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Maksud dari pernyataan itu adalah
perkembangan hukum dan perkembangan masyarakat harus sejajar. Jika tidak,
akan timbul ketidakteraturan.

Di dalam sistem hukum nasional dewasa ini untuk hubungan-hubungan
yang meliputi bidang bisnis diperlakukan hukum Barat. Disini hukum perjanjian
memainkan peranan yang penting dalam dunia bisnis (Amirizal, 1999 : 28). Oleh
sebab itu pertumbuhan dunia usaha harus terletak dalam kerangka pertumbuhan
hukum. Hal itu untuk menciptakan iklim kehidupan ckonomi yang mantap
sehingga pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan ini akan mendapat
perlindungan hukum.

Demikian juga dalam bidang ekonomi saat ini, ternyata mengalami
perkembangan pesat yang menuntut hukum perikatan untuk menyesuaikan.
Hukum perikatan sangat berperan bagi manusia dalam melakukan hubungan
hukum dengan sesamanya.

Menurut Mariam Darus Badrulzaman (1996:1) menyatakan bahwa,
“Perikatan adalah hubungan yang terjadi diantara dua orang atau lebih yang
terletak dalam lapangan harta kekayaan dimana pihak vang satu berhak atas snatu
prestasi dan pihak yang lain wajib memenuhi prestasi «.

Suatu perikatan dapat bersumber dari perjanjian, selain undang-undang,
Di dalam prakteknya perikatan banyak terjadi atau bersumber dari perjanjian
dibanding yang bersumber dari undang-undang. Sumber perikatan seperti itu
dicantumkan dalam pasal 1233 KUHPerdata, yaitu tiap-tiap perikatan dilahirkan
baik karena persetujuan baik karena undang-undang,
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Perjanjian sewa-menyewa berpedoman pada peraturan tertulis yang telah
ada dalam KUHPerdata disamping itu pula tunduk pada peraturan lainnya yang
ada kaitannya dengan perjanjian sewa-menyewa, selama tidak ada
pengecualiannya. Misalnya tunduk pada kebiasaan setempat.

Perjanjian sewa-menyewa ruangan kantor antara PT. (Persero) Angkasa Pura |
Bandar Udara Internasional Adisumarmo Surakarta dengan PT. Garuda Indonesia
merupakan implementasi dari pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah No.5
Tahun 1992, tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) menjadi
Perusahaan Perseroan (Persero) yang menyebutkan, “Penyediaan, pengusahaan
dan pengembangan jasa bandar udara“. Dengan demikian, pengembangan jasa
bandar udara dapat dilakukan salah satunya adalah dengan mengembangkan jasa
sewa-menyewa ruangan. Ketentuan itu tercantum dalam pasal 2 huruf w
Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No.88 Tahun 1990 tentang
Usaha Penunjang Kegiatan Bandar Udara .

Perjanjian sewa-menyewa ruangan kantor antara PT. (Persero) Angkasa
Pura [ dan PT Garuda Indonesia didasarkan pada asas konsensualisme. Hal ini
tercantum dalam pasal 1548 KUHPerdata yaitu sewa-menyewa ialah suatu
perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan
kepada pihak lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu
dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu
disanggupi pembayarannya.

Bertitik tolak dari uraian tersebut diatas, maka saya tertarik dan ingin
membahasnya dalam suatu karya ilmiah berbentuk  skripsi dengan judul
“Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Sewa-Menyewa Ruangan Kantor
Antara PT. (Persero) Angkasa Pura I Bandar Udara Internasional Adi

Sumarmo Surakarta dengan PT.Garuda Indonesia “.

1.2 Rumusan Masalah
Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini
adalah sebagai berikut :
I. bagaimana pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa ruangan kantor antara
PT.(Persero)Angkasa Pura [ dengan PT Garuda Indonesia ?


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

2. hambatan apa sajakah yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian sewa-
menyewa ruangan kantor 7

3. bagaimana upaya penyelesaian terhadap hambatan yang timbul ?

1.3 Tujuan Penulisan

Setiap penulisan yang bersifat ilmiah tentunya mempunyai tujuan tertentu.
Demikian pula penulisan skripsi ini, tujuannya yaitu meliputl tujuan secara umum
dan tujuan secara khusus.

1.3.1 Tujuan Umum
Tujuan umum penulisan skripsi ini adalah :

a) untuk memenuhi serta melengkapi salah satu persyaratan pokok yang bersifat
akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas
Jember; '

b) digunakan sebagai usaha penerapan serta pengembangan ilmu pengetahuan
yang diperoleh dari bangku kuliah terhadap kenyataan atau realita sosial dalam
kehidupan bermasyarakat;

¢) untuk menyumbangkan pemikiran ilmiah di bidang hukum yang berguna bagi
mahasiswa Fakultas Hukum, almamater dan masyarakat.

1.3.2 Tujuan Khusus
Tujuan khusus penulisan skripsi ini adalah :

a) untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa ruangan kantor
antara PT. (Persero) Angkasa Pura I dengan PT.Garuda Indonesia;

b) untuk mengetahui hambatan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian sewa-
menyewa ruangan kantor antara PT.(Persero)Angkasa Pura 1 dengan
PT. Garuda Indonesia;

¢) untuk mengetahui upaya penyelesaian terhadap hambatan yang timbul dari

pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa antara PT.(Persero) Angkasa Pura ]
dengan PT. Garuda Indonesia.
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1.4 Metodologi

Dalam penulisan skripsi ini akan dipergunakan metode-metode tertentu
dengan maksud agar penulisan skripsi ini dapat mendekati kesempurnaan suatu
karya tulis yang bersifat ilmiah dan Jjuga bermaksud memberikan pengertian yang
Jelas dan sistematik dari uraian skripsi ini.

1.4.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah
pendekatan masalah secara yuridis normatif yaitu merupakan pendekatan masalah
dengan jalan penelaahan melalyi peraturan perundang-undangan yang berlaku
pada saat ini, sebagai dasar pemecahan masalah. Dengan kata lain mengkaji dan
menelaah masalah yang timbul berdasarkan hukum yang berlaku.

1.4.2 Sumber Data
Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai
berikut :
a. Sumber data primer
Sumber data primer adalah sumber data untuk memperoleh data primer yang
diperoleh secara langsung dari sumbernya dan dicatat pertama kalinya. Dalam
hal ini PT, (Persero) Angkasa Pura I sebagai pihak yang tercantum dalam
Suatu surat perjanjian Sewa-menyewa ruangan mengingat PT. (Persero)
Angkasa Pura 1 sebagai pembuat perjanjian baku tersebut.
b. Sumber data sekunder
Sumber data sekunder yaitu sumber data untuk memperoleh data sekunder
yang diperoleh secara tidak langsung baik berupa dokumen maupun informasi
lain. Pengertian sumber data sekunder yaitu :
1. peraturan-peraturan yang berlaku yang mempunyai relevansi yang erat
dengan pokok permasalahan yang ada.
2. pendapat para sarjana atau ahli hukum dan doktrin-doktrin yang secara
langsung dan tidak langsung berkaitan erat dengan pokok permasalahan
yang ada.
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1.4.3 Metode Pengumpulan Data
Pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan cara
sebagai berikut :
a. Library research
Metode pengumpulan data dengan mempelajari perundang-undangan yang
ada, buku-buku, dan dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan
masalah yang diteliti.
b. Field research
Penulis mengadakan penelitian langsung di lapangan di tempat obyek
penelitian yang telah ditentukan.
Adapun pelaksanaannya dilakukan dengan cara :
1. wawancara
Merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi, yang dengan proses
wawancara ini akan didapat informasi dengan bertanya langsung kepada
responden maupun informan yang ada hubungannya dengan obyek
penelitian,
2. pengamatan atau observasi
Sarana pengumpulan data yang dilakukan di lokasi penelitian

1.4.4 Analisa Data

Setelah data-data terkumpul maka langkah selanjutnya adalah melakukan
analisa data. Mengingat sifat data yang terkumpul tidak dapat diukur secara
langsung, maka metode analisis yang digunakan adalah secara deskriptif kualitatif
yaitu suatu metode yang bersifat memberikan keterangan, penjelasan dan untuk
memperoleh gambaran secara singkat mengenai asas-asas dan informasi-
informasi yang bersifat ungkapan monografis dari responden . Untuk
menyampaikan segala informasi dan data yang sudah diperoleh kemudian
menerapkannya menurut landasan hukum yang berlaku dari teori-teori yang sudah
ada, sehingga akhirnya dapat memberikan suatu kesimpulan (Soemitro,1990:98).

Selanjutnya merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi ini adalah
menarik kesimpulan dan menggunakan metode deduktif yaitu suatu cara
mengambil kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum ke pembahasan
bersifat khusus.
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IL. FAKTA, DASAR HUKUM, DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Kajian skripsi ini diawali dengan fakta surat perjanjian sewa-menyewa
ruangan, antara PT.(Persero) Angkasa Pura I dengan PT.Garuda Indonesia Nomor
: AP.1.925/KU.20.2.1/01/KCJ-B .Di dalam surat perjanjian sewa-menyewa
tersebut menyatakan sebagai berikut:

SURAT PERJANJIAN SEWA-MENYEWA RUANGAN
NOMOR: AP.1.925/KU.20.2.1/2001/KCJ-B

Pada hari ini, Selasa tanggal tujuh belas bulan Juni tahun dua ribu satu di
Surakarta.

L M. ALl MUHADI, S.I.P, M.B.A, M.M. bertempat tinggal di Surakarta,
dalam hal ini bertindak selaku Kepala Cabang PT.(Persero)Angkasa Pura I
Bandara Udara Adisumarmo Surakarta,oleh karena itu mewakili Direksi
dan untuk atas nama perusahaan PT.(Persero) Angkasa Pura [,
berkedudukan di Jakarta dan berkantor pusat di Kota Baru Bandar
Kemayoran Blok B.12-Kaveling 2 Jakarta Pusat, yang anggaran dasar dan
perusahaanya telah diumumkan dan disahkan dalam Berita Negara
Republik Indonesia 15 Juni 1993 No.52 dengan Tambahan Berita Negara
Republik Indonesia No.2914/1993, untuk selanjutnya dalam hal ini disebut
PIHAK PERTAMA.

1L AGUS WIBOWO, bertempat tinggal di Surakarta dalam hal ini bertindak
selaku Distrik Manager, oleh karena itu mewakili Direksi dari dan untuk
atas nama PT.Garuda Indonesia, yang berkedudukan di Jakarta, beralamat
di JI. Merdeka Selatan No.13 Jakarta, yang anggaran dasarnya telah
disahkan dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.
970/1989 untuk selanjutnya dalam hal ini disebut PT. GARUDA
INDONESIA .

Selanjutnya kedua belah pihak menerangkan terlebih dahulu :

a. Bahwa dalam rangka untuk lebih mengoptimalkan pendapatan non
aeronautika, PIHAK PERTAMA selaku Badan Usaha Milik Negara yang
mempunyai wewenang pengelolaan bandar udara bermaksud untuk

menyewakan ruangan-ruangan yang ada di Bandar Udara Adisumarmo
Surakarta.

b. Bahwa sehubungan dengan maksud tersebut di atas, PT. GARUDA
INDONESIA berminat dan menyatakan diri untuk menyewa ruangan

Lerscbut dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang
erlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya kedua belah pihak
sepakat untuk mengadakan perjanjian sewa menyewa ruangan untuk

6
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operation room PT.Garuda Indonesia di PT.(Persero) Angkasa Pura I
Surakarta.

Setelah surat perjanjian sewa menyewa tersebut ditandatangani, maka
kemudian pelaksanaan barulah dimulai. Dalam hal ini PT. Garuda Indonesia
menyewa ruangan milik PT" (Persero) Angkasa Pura | dengan luas 26m’ yang
digunakan untuk perkantoran.

Jangka waktu perjanjian sewa-menycwa tersebut ditetapkan selama tiga
tahun terhitung mulai tanggal 1 april 2001 dan berakhir tanggal 31 maret 2004.
Apabila PT Garuda Indonesia ingin memperpanjang perjanjian sewa ini maka
diwajibkan untuk memberitahukan terlebih dahulu kepada PT (Persero) Angkasa
Pura I yang dilakukan secara tertulis minimal satu bulan sebelum jangka waktu
berakhirnya.

Berdasarkan perjanjian sewa-menyewa antara PT. (Persero) Angkasa Pura
I dengan PT Garuda Indonesia, besar sewa ruangan yang dibebankan kepada PT
Garuda Indonesia adalah satu juta empat puluh ribu rupiah.

Pembayaran sewa tersebut harus dilakukan secara sekaligus untuk masa
tiga bulan di muka (pertriwulan), ditempat yang ditentukan oleh PT (Persero)
Angkasa Pura | dan pelaksanaan pembayaran atas sepengetahuan dan ijin dinas
komersial.

PT Garuda Indonesia diwajibkan pula untuk menyerahkan jaminan sewa
kepada pihak pertama sebesar satu bulan harga sewa berlaku. Jika terjadi
perubahan luas ruangan atau tarif sewa ruangan, maka pihak PT Garuda Indonesia
diwajibkan untuk membayar tambahan uang sebesar satu kali sewa ruangan.

PT. Garuda Indonesia juga sering terlambat dalam melakukan
pemberitahuan perpanjangan sewa ruang kepada PT. (Persero) Angkasa Pura I
sesuai dengan prosedur perpanjangan sewa ruang. Prosedur pembayaran sewa
ruang tersebut yaitu dengan cara memberitahukan perpanjangan sewa ruang
kepada PT. (Persero) Angkasa Pura 1 dalam jangka waktu minimal satu bulan
sebelum jangka waktu sewa berakhir.

Pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa ruang kantor ini masih banyak

ditemukan hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya, maka dengan kenyataan
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inilah penulis hendak mengkaji lebih jauh mengenai bagaimana pelaksanaan

perjanjian sewa-menyewa ruangan yang ada.

2.2 Dasar Hukum
Dasar hukum dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :
1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
pasal 1237 KUHPerdata
pasal 1241 KUHPerdata
pasal 1313 KUHPerdata
pasal 1315 KUHPerdata.
pasal 1320 KUHPerdata
Pasal 1321 KUHPerdata
pasal 1338 KUHPerdata
pasal 1339 KUHPerdata
pasal 1347 KUHPerdata
pasal 1395 KUHPerdata
pasal 1548 KUHPerdata
pasal 1554 KUHPerdata.
. pasal 1555 KUHPerdata
pasal 1560 KUHPerdata.
pasal 1564 KUHPerdata
pasal 1573 KUHPerdata
pasal 1579 KUHPerdata
pasal 1598 KUHPerdata
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 5 tahun 1992  tentang
pengalihan bentuk Perusahaan Umum (Perum) Angkasa Pura 1 menjadi
perusahaan Perseroan (Persero).
Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia
a. pasal 5 ayat (2) keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No.
88 Tahun 1990 tentang Usaha Penunjang Kegiatan Bandar Udara
b. pasal 2 huruf w keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No.
88 Tahun 1990 tentang Usaha Penunjang Kegiatan Bandar Udara.

TeTeRPpIOFETERFER e O
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2.3 Landasan Teori
2.3.1. Pengertian Perjanjian Pada Umumnya
a. Pengertian Perjanjian

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang
lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.
(Subekti. 1987:1).
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Menurut Abdulkadir Muhammad (1990:78), perjanjian adalah suatu
persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk
melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.

Selanjutnya menurut pasal 1313 KUHPerdata, perjanjian adalah suatu
perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu
orang lain atau lebih.

Ketentuan pasal ini sebenarnya kurang begitu memuaskan karena ada
beberapa kelemahan-kelemahan yang diantaranya sebagai berikut :

(a) hanya menyangkut sepihak saja, hal ini diketahui dari perumusan “satu orang
atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang aiau lebih lainnya” kata
kerja “mengikatkan” sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, tidak dari
kedua belah pihak. Seharusnya perumusan itu “saling mengikatkan diri” jadi
ada konsensus antara pihak-pihak.

(b) kata perbuatan mencakup juga tanpa konsensus, dalam pengertian “perbuatan”
termasuk juga tindakan melaksanakan tugas tanpa kuasa (zaakwaarneming),
tindakan melawan hukum (onrechtmatig daad) yang tidak mengandung suatu
konsensus. Seharusnya dipakai kata “persetujuan’.

(c) pengertian perjanjian terlalu luas, karena mencakup juga pelangsungan
perkawinan, janji kawin, yang diatur dalam lapangan hukum keluarga.
Padahal yang dimaksud adalah hubungan antara debitur dan kreditur dalam
lapangan harta kekayaan saja. Perjanjian yang dikehendaki oleh buku 111 KUH
Perdata sebenarnya hanyalah perjanjian yang bersifat kebendaan, bukan
perjanjian yang bersifat personal.

(d) tanpa menyebut tujuan, dalam perumusan pasal itu tidak disebutkan tujuan
mengadakan perjanjian, sehingga pihak-pihak yang mengikatkan diri tidak
jelas untuk apa.

Atas dasar alasan-alasan yang dikemukakan diatas, maka perlu
dirumuskan kembali apa yang dimaksud dengan perjanjian itu. Berdasarkan
alasan-alasan tersebut maka “perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana

dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

10

dalam lapangan harta kekayaan”. Hukum yang mengatur tentang Pperjanjian ini
disebut hukum perjanjian (law of contract).

Dalam definisi yang dikemukakan diatas secara jelas terdapat konsensus
antara pihak-pihak, pihak yang satu setuju dan pihak yang lainnya juga sah untuk
melaksanakan Sesuatu, kendatipun pelaksanaan itu datang dari saty pihak,
misalnya dalam perjanjian pemberian hadiah (hibah). Dengan perbuatan member;
hadiah itu, pihak yang diberi hadiah setuju untuk menerimanya jadi ada konsensus
yang saling mengikat,

bidang personal (mora) lagi pula hubungan perkawinan ity bukan hubungan

antara debitur dan kreditur, Kewajiban alimentas; (memberi nafkah) terletak

dalam bidang moral walaupun nafkah ity sendiri bisa berupa sejumlah uang,
Perjanjian yang dibuat ity dapat berbentuk kata-kata secara lisan dapat

tertulis (akta) biasanya untuk kepentingan pembuktian misal polis pertanggungan,
Sesuai rumusan Perjanjian diatas maka unsur-unsur perjanjian meliputi :

a) ada para pihak;
para pihak ini disebut sebagai subyek perjanjian, subyek Perjanjian ini dapat
berupa manusia pribadi dan badan hukum subyek peijanjian ini harus mampu
atau wenang melakukan perbuatan hukum seperti yang ditetapkan dalam
undang-undang,

b) ada persetujuan antara para pihak tersebut;

Perundingan itu adalah tindakan-tindakan pendahuluan untuk menuju kepada
adanya persetujuan, Persetujuan ity ditujukan dengan penerimaan tanpa syarat
atas suatu tawaran, Apa yang ditawarkan oleh pihak yang satu diterima oleh
pihak yang lainya, Yang ditawarkan dan dirundingkan ity umumnya mengenai
Syarat-syarat dan mengenaj obyek perjanjian, Dengan disetujuinya oleh
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c)

d)

11

masing-masing pihak tentang syarat dan obyek perjanjian itu, maka timbulah
persetujuan. Persetujuan ini adalah salah satu syarat sahnya perjanjian.

ada tujuan yang akan dicapai;

tujuan mengadakan perjanjian terutama untuk memenuhi kebutuhan
pihak pihak tersebut, dan kebutuhan mana hanya dipenuhi jika
mengadakan perjanjian dengan pihak lain, tujuan ini sifatnya tidak boleh
bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan tidak dilarang oleh
undang-undang.

ada prestasi yang akan dilakukan;

dengan adanya persetujuan, maka timbulah kewajiban untuk
melaksanakan suatu prestasi. Prestasi merupakan kewajiban yang harus
dipenuhi oleh pihak-pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian
misalnya pembeli berkewajiban membayar harga barang dan penjual
berkewajiban menyerahkan barang. Dalam hukum Anglo Saxon (inggris)
prestasi ini disebut “consederation”.

ada bentuk tertentu, baik lisan maupun tulisan;

bentuk ini perlu ditentuken, karena ada ketentuan undang-undang bahwa
hanya dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan
mengikat dan kekuatan bukti. Bentuk tertentu itu biasanya berupa akta
perjanjian itu dapat dibuat secara lisan artinya dengan kata kata yang jelas
maksud dan tujuannya yang dipahami oleh pihak-pihak, itu sudah cukup.
Kecuali jika pihak-pihak yang menghendaki supaya dibuat secara terfulis
(akta).

ada syarat-syarat tertentu.

syarat-syarat tertentu ini sebenarnya sebagai isi perjanjian karena dari
syarat itulah dapat diketahui hak dan kewajiban para pihak, syarat-syarat
ini biasanya terdiri dari syarat pokok misalnya mengenai barangnya,
harganya dan juga syarat pelengkap atau tambahan misalnya mengenai

cara pembayarannya, cara penyerahannya dan lain-lain.
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Jika semua unsur ini dihubungkan dengan ketentuan pasal 1320

KUHPerdata tentang keabsahan suatu perjanjian maka dapat diketahui -

a)

b)

d)

syarat ada persetujuan kehendak antara pihak pihak yang meliputi unsur-

unsur persetujuan, syarat-syarat tertentu, bentuk-bentuk tertenty.

syarat kecakapan para pihak yang meliputi unsur dalam perjanjian ,syarat

perjanjian (a) dan (b) ini disebut sebagai syarat subyektif, jika syarat

subyektif ini tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan

(voidable).

ada hal tertentu, sebagai pokok perjanjian sebagai obyek perjanjian baik

berupa benda maupun berupa suatu prestasi tertentu obyek itu dapat berujud

dan tidak berwujud. _

ada kausa yang halal yang mendasari perjanjian ini meliputi unsur tujuan

yang akan dicapai, syarat perjanjian (c) dan (d) ini disebut sebagai syarat

obyektif, jika syarat ini tidak dipenuhi maka perjanjian ini akan batal (void).
Berdasarkan uraian diatas maka dapat diketahui bahwa suatu perjanjian itu

harus memenuhi syarat yang ada dan unsur-unsurnya harus jelas.

Dalam hukum perjanjian terdapat beberapa asas terpenting yang

merupakan dasar pelaksanaan perjanjian oleh masing-masing pihak yaity :

a.

Asas kebebasan mengadakan perjanjian (partif otonomi)

Kebebasan berkontrak adalah suaty asas yang sangat penting didalam hukum
perjanjian. Kebebasan ini adalah perwujudan dari kehendak bebas pancaran
hak asasi manusia Dasar hukumnya (pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata). Tap
MPR No.II/MPR/1978 menyatakan :

“Bahwa manusia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan
martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang sama
derajatnya, yang sama hak dan kewajiban asasinya, tanpa membeda-
bedakan suku, keturunan, agama dan kepercayaan, jenis kelamin,
kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya”

Berdasarkan uraian diatas dikembangkanlah sikap saling mencintai sesama’
manusia, sikap tenggang rasa “tepa selira” serta sikap tidak semena-mena
terhadap orang lain. Dalam hukum Perjanjian nasional asas kebebasan
berkontrak yang bertanggung jawab Yyang mampu memelihara kesinambungan
ini tetap dipertahankan yaitu “pengembangan kepribadian” untuk mencapai
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kesejahteraan dan kebahagiaan hidup lahir dan batin yang serasi, selaras dan
seimbang dengan kepentingan masyarakat. Dalam perkembangannya
kebebasan berkontrak ini semakin sempit dilihat dari beberapa segi yaitu :
1. segi kepentingan umum.
2. segi perjanjian baku (standart).
3. segi perjanjian dengan pemerintah,

b. Asas konsensualisme
Dasar hukumnya adalah dalam pasal 1320 dan 1338 KUHPerdata. Dalam
pasal 1320 KUHPerdata penyebutannya tegas sedaﬂgkan dalam pasal 1338
KUHPerdata ditemukan istilah “semua” kata-kata semua menunjukan bahwa
setiap orang diberi kesempatan untuk menyatakan keinginannya (will), yang
dirasanya baik untuk menciptakan perjanjian. Asas ini sangat erat
hubungannya dengan asas kebebasan mengadakan perjanjian.

C. Asas kekuatan mengikat
Terikatnya para pihak pada perjanjian itu tidak semata-mata terbatas pada apa
yang diperjanjikan, akan tetapi juga terhadap beberapa unsur lain sepanjang
dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatutan serta moral. Dasar hukumnya pasal
1338 KUH Perdata

d. Asas kebiasaan
Asas ini diatur dalam (pasal 1339 jo 1347 KUH Perdata). Suatu perjanjian
tidak hanya mengikat apa yang secara jelas diatur akan tetapi juga hal-hal
yang dalam keadaan dan kebiasaan yang lazim diikuti.

Menurut pasal 1339 KUH Perdata maka persetujuan tidak hanya mengikat
untuk hal-hal yang secara tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala
Sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan dan
undang-undang,

Menurut pasal 1347 KUH Perdata menyatakan pula hal-hal yang menurut
kebiasaan selama diperjanjikan dianggap secara diam-diam dimasukkan dalam
perjanjian meskipun tidak tegas.
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Elemen-elemen dari perjanjian itu adalah -
Isi perjanjian itu sendiri.
Kepatutan,
Kebiasaan,

W~

Berkaitan dengan urajan asas-asas perjanjian diatas maka hal tersebut tidak
lepas dengan macam Perjanjian yang ada diantaranya sebagai berikut
1. Perjanjian timbal-balik
Perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak,
misalnya : Perjanjian jual-beli,
2. Perjanjian cuma-cuma dan perjanjian atas beban
Perjanjian cuma-cuma adalah perjanjian yang memberikan keuntungan bagi
salah satu pihak saja, misalnya : hibah,
Perjanjian atas beban adalah perjanjian terhadap prestasi darj pihak yang saty
selalu mendapat kontra prestasi dari pihak lain dan antara kedua prestasi ity
ada hubungannya menuryt hukum,

a. Faham pertama - mengatakan bahwa ketentuan-ketentuan mengenai
perjanjian khusus diterapkan secara analogis sehingga
setiap unsur dari perjanjian  khusus tetap ada,

(contractus sui generis).
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b. Fahamkedua  : mengatakan ketentuan-ketentuan yang dipakai adalah
ketentuan-ketentuan dari perjanjian yang paling
menentukan (feori absorbsi). i
c. Fahamketiga  : mengatakan bahwa ketentuan undang-undang yang
diterapkan terhadap perjanjian campuran itu adalah
ketentuan undang-undang yang berlaku untuk itu (feori
combinatie)
3. Perjanjian khusus (benomed) dan perjanjian umum (onbenomed)
Perjanjian khusus adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri. Maksudnya
ialah bahwa perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-
undang. Berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi sehari-hari perjanjian khusus
terdapat dalam Bab V sampai dengan Bab XVIII KUHPerdata.
Perjanjian umum adalah perjanjian-perjanjian yang diatur dalam KUHPerdata
tetapi terdapat di dalam masyarakat jumlah perjanjian ini tidak terbatas. Lahirnya
perjanjian ini didalam praktek adalah berdasarkan asas kebebasan mengadakan
perjanjian atau partij ofonomi yang berlaku dalam hukum perjanjian, contohnya
‘perjanjian sewa beli.
4. Perjanjian kebendaan (zakelijk) dan perjanjian obligatoir.
Perjanjian kebendaan adalah perjanjian dengan mana seseorang menyerahkan
haknya dan sesuatu kepada pihak lain.
Perjanjian obligatoir adalah perjanjian dimana pihak-pihak mengikatkan diri
untuk melakukan penyerahan kepada pihak lain (perjanjian yang menimbulkan
perikatan).
5. Perjanjian konsensual dan perjanjian riil
Perjanjian konsensual adalah perjanjian diantara kedua belah pihak setelah
tercapai kesesuaian kehendak untuk mengadakan perikatan, Menurut
KUHPerdata perjanjian ini sudah mempunyai kekuatan mengikat (pasal 1338
KUHPerdata). Salah satu bentuk realisasi perjanjian tersebut adalah penyerahan
barang misalnya perjanjian penitipan barang (pasal 1694 KUHPerdata) pinjam-
pakai (pasal 1740 KUHPerdata). Perjanjian ini dinamakan perjanjian riil.
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6. Perjanjian-perjanjian yang istimewa sifatnya
a. Perjanjian liberatoir :
Perjanjian dimana para pihak membebaskan diri dari kewajiban yang ada
misalnya pembebasan hutang (ku ijtschelding pasal 1438 KUH Perdata).
b. Perjanjian pembuktian
Perjanjian dimana para pihak menentukan pembuktian apakah yang
berlaku diantara mereka.
¢. Perjanjian untung-untungan misalnya perjanjian asuransi (pasal 1774
KUHPerdata).
d. Perjanjian publik
Perjanjian yang sebagian atau seluruhnya dikuasai oleh hukum publik,
karena salah satu pihak bertindak sebagai penguasa pemerintah misalnya
perjanjian dinas. (Abdulkadir Muhammad, 1996 :90-93).
Berdasarkan macam perjanjian diatas dapat ketahui bahwa bagaimanapun
macam dan bentuk perjanjian tidak akan lepas dari unsur asas syarat sah
perjanjian itu sendiri.

23.2 Pengertian Perjanjian Sewa-menyewa

Perjanjian sewa-menyewa diatur dalam pasal 1548 KUHPerdata sampai
dengan pasal 1600 KUHPerdata, pengertian perjanjian sewa-menyewa dalam
pasal 1548 KUHPerdata yang menyatakan sebagai berikut

“sewa-menyewa adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu
mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak lainya kenikmatan
dari sesuatu barang.Selama waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu
harga yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya”

Didalam perjanjian Sewa-menyewa seperti halnya pada perjanjian Jjual beli
dan perjanjian-perjanjian lain pada umumnya yaitu merupakan perjanjian
konsensual artinya perjanjian sewa-menyewa itu sudah sah mengikat pada detik
tercapainya sepakat mengenai unsur-unsur pokoknya yaitu barang dan harga.
Sewa-menyewa hanya menyerahkan kenikmatan dari barang yang disewakan
termasuk memungut hasil dari barang tersebut, artinya tidak memindahkan hak
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milik atas barang yang disewakan dalam waktu yang telah disetujui oleh para
pihak.

Benda yang dapat disewakan tidak harus berupa hak milik tetapi hak-hak
lainpun bisa disewakan selama tidak ada pengecualiannya. Dalam sewa-menyewa
yang penting adalah hak perorangan dan bukan hak kebendaan, jadi apabila pihak
penyewa digugat oleh pihak ketiga, maka pihak penyewa tidak dapat langsung
dilibatkan, tetapi melalui pihak vang menyewakan.

Di dalam rumusan perjanjian sewa-menyewa pada pasal 1548
KUHPerdata terdapat kata “waktu tertentu”. Sehubungan dengan kata tersebut
menurut Subekti (1981:45) menyebutkan dalam perjanjian sewa-menyewa
sebenarnya tidak perlu disebutkan untuk berapa lama barang disewakan, asal
sudah disetujui berapa harga sewanya untuk satu Jam satu hari dan satu bulan serta
satu tahun.

Sehubungan dengan hal tersebut dapat dijelaskan bahwa suatu pertunjuk
tentang hal-hal “waktu tertentu” terdapat di dalam pasal 1579 KUHPerdata, yang
hanya dimengerti dalam alam pikiran yang dianut oleh seorang yang pikirannya
tertuju pada perjanjian sewa-menyewa. Waktu sewa ditentukan pasal 1579
KUHPerdata yang menyebutkan pthak yang menyewakan tidak dapat
menghentikan sewa dengan menyatakan hendak memakai sendiri barang yang
disewakan, kecuali jika telah diperjanjikan sebaliknya.

Menurut  Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, (1981:50) menyatakan
bahwa,kalau kita berpangkal pada pasal 1548 KUHPerdata, bahwa perjanjian
sewa-menyewa untuk waktu tertentu dapat diketahui bahwa ketentuan pasal 1579
ini adalah logis saja meski ada ketentuan demikian.

Pada sewa-menyewa yang diadakan secara tertulis diatur dalam pasal 1570
KUHPerdata yang intinya bahwa Sewa-menyewa secara tertulis itu berakhir secara
otomatis apabila diadakan dengan Jangka waktu setelah lewatnya waktu tersebut
berbeda dengan perjanjian yang dibuat tidak tertulis berhentinya sewa-menyewa
itu memerlukan pemberitahuan penghentian. Hal ini dapat dilihat dalam pasal
1571 KUHPerdata yang menyatakan jika sewa itu tidak dibuat dengan tulisan,
maka sewa itu tidak berakhir pada waktu yang ditentukan, melainkan Jika pihak
lain bahwa ia hendak menghentikan sewanya dengan mengindahkan tenggang
waktu yang diharuskan menurut kebiasaan setempat.
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Di dalam pasal 1570 KUHPerdata terdapat kalimat yang menyatakan
“jual-beli tidak memutuskan sewa-menyewa” hal ini harus diperbaiki menjadi
“pemindahan hak milik tidak memutuskan sewa”, Dengan disertai ketentuan lebih
lanjut bahwa yang dilindungi (dipertahankan) terhadap si pemilik itu banyak hak
sewa dan tidak meliputi hak-hak dan ketentuan-ketentuan lain yang mungkin
dicantumkan perjanjian sewanya, misalnya suatu hak opsi bagi si penyewa atau
tanggungan-tanggungan yang diadakan bagi pihak yang menyerahkan barang
(Subekti, 1980:38)

Dengan dijualnya barang yang disewa suatu perjanjian sebelumnya tidak
diputuskan kecuali jika sudah diperjanjikan terlebih dahulu pada waktu
menyewakan barang.

2.3.3 Syarat Sah Perjanjian Sewa-menyewa
Perjanjian sewa-menyewa merupakan perjanjian konsensual yaitu sudah
sah apabila telah ada kesepakatan mengenai unsur-unsur pokoknya yaitu barang
dan harga pembayaran sewa, karena yang diserahkan dalam sewa-menyewa
adalah bukan hak milik atas barang, maka pihak yang menyewakan tidak harus
pemilik barang,
Keabsahan perjanjian sewa-menyewa tidak dilepaskan dari syarat sahnya
perjanjian yang tercantum dalam pasal 1320 KUHPerdata yaitu :
1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
Para pihak yang hendak mengadakan suatu perjanjian, harus terlebih dahulu
bersepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok dari perjanjian yang diadakan
itu. Kata sepakat tidak bisa apabila kata sepakat itu diberikan karena
kekhilafan, paksaan atau penipuan (pasal 1321 KUHPerdata).
2. kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.
Setiap orang adalah cakap untuk membuat suatu perjanjian, kecuali oleh
undang-undang tidak dinyatakan tak cakap (pasal 1329 KUHPerdata).
Menurut pasal 1330 KUHPerdata, mereka yang tidak cakap membuat suatu
perjanjian adalah
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a) orang-orang yang belum dewasa;
b) mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;
¢) orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-
undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undapg—undang
telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu,
3. adanya sesuatu hal tertentuy
Menyangkut obyek perjanjian harus jelas dan dapat ditentukan. Menuryt
pasal 1333 KUHPerdata, suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok
barang yang paling sedikit jenisnya.
4. adanya suatu sebab yang halal
Menyangkut isi perjanjian yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum,
kesusilaan dan undang-undang.

Jika dikaitkan dengan perjanjian sewa-menyewa itu sendiri syarat sahnya
adalah sebagai berikut -

1. adanya kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai barang;
2. adanya kesepakatan harga sewa.

Yang diserahkan dalam Seéwa-menyewa adalah bukan hak milik atas
barang maka pihak yang menyewakan tidak harus pemilik barang. Mengenai
bentuk perjanjian tidak ditentukan Secara tegas, artinya bebas tanpa formalitas
tertentu. Obyek dari perjanjian sewa-menyewa adalah meliputi semua jenis benda
kecuali benda di luar perdagangan. Mengingat maksud perjanjian maka tidak
mungkin ada Sewa-menyewa mengenai benda yang habis dalam pemakaian
kecuali dikehendaki oleh para pihak. Misalnya Séwa-menyewa mengenai barang
makanan dengan tujuan untuk dipamerkan bahkan untuk dimakan. Ada juga sewa-
menyewa benda untuk tujuan istimewa misalnya dinding disewa untuk ditempeli
atau digambari sebagai papan reklame hasil produksi suatu perusahaan.

Hofman berpendapat harga sewa harus selaly berwujud uang .Apabila
pemilik atau orang yang menyewakan harus diberi lain-lain barang misalnya hasil
tanah pertanian yang disewakan maka ini bukan sewa-menyewa tetapi sebagai
persetujuan tak bernama.(Mintorowati E,1989:32)


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

20

Menurut Prodjodikoro menyatakan jika uang diganti dengan jasa atau
persediaan tenaga adalah terlalu diartikan keluar dan harga sewa biasanya
berwujud uang tetapi tidak akan merubah sifat dari persetujuan sewa-menyewa
apabila hanya karena uang sewa diganti dengan barang lain (Mintorowati E,
1989:33).

Pendapat dari sarjana lain mengatakan bahwa harga sewa-menyewa tidak
harus uang tetapi dapat berupa prestasi lain asalkan sudah ditentukan oleh kedua
belah pihak sebagai harga sewa. Penentuan mengenai uang sewa dapat secara
tegas ataupun diam-diam dan kemungkinan besar uang sewa ditentukan oleh

pihak ketiga.

2.3.4 Pengertian Ruangan

Ruangan adalah ruangan di gedung atau terminal domestik dengan ukuran
6,5 m x 4 m jadi luas keseluruhan 26 m’, yang terletak di cabang PT. (Persero)
Angkasa Pura 1 Bandar Udara Internasional Adisumarmo Surakarta (Surat
Perjanjian Sewa-Menyewa Ruangan No. AP.1.925/KU.20.2. 1/01/KCJ-B).

Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang
udara sebagai suatu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup
dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya (pasal 1 ayat
(1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan
Ruang).

Ruang adalah sela-sela antara dua deret tiang atau sela-sela antara empat
tiang (di bawah kolong rumah), rumah memiliki empat tiang (Kamus Bahasa
Indonesia, RI Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ,1989:755),

Dari uraian di atas maka yang dimaksud dengan kata “Ruang “ adalah
suatu tempat yang berada diantara beberapa penyekat yang dapat berupa tiang
atau dinding dan dalam hal ini nantinya digunakan tempat sebagi perkantoran dan
ruangan yang digunakan untuk operation room ini terletak di terminal domestik
berjajar dengan guest vip room dan berjajar pula dengan stand penjualan tiket
penerbangan PT Garuda Indonesia.
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3.1 Pelaksanaan Perjanjian Sewa-Menyewa Ruangan Kantor

Pelaksanaan perjanjian adalah realisasi atau pemenuhan hak dalam
kewajiban, yang telah diperjanjikan oleh para pihak yang membuat perjanjian,
supaya perjanjian itu dapat mencapai tujuannya. Tujuan tidak akan terwujud
tanpa ada pelaksanaan perjanjian. Masing-masing pihak harus melaksanakan
perjanjian dengan sempurna dan tepat apa yang telah disetujui dan dilakukan
(PNH Simanjuntak, 1999:333).

Pelaksanaan perjanjian pada dasarnya menyangkut soal pembayaran
dan penyerahan barang yang menjadi obyek perjanjian. Pembayaran dan
penyerahan barang dapat terjadi secara serentak. Mungkin pembayaran lebih
dahulu disusul dengan penyerahan barang, atau sebaliknya penyerahan barang
terlebih dahulu kemudian disusul dengan pembayaran.

a. Pembayaran

a) pihak yang melakukan pembayaran pada dasarnya adalah debitur yang
menjadi pihak dalam perjanjian. Pihak yang melakukan pembayaran itu
dapat berupa manusia pribadi dan dapat berupa badan hukum.

b) alat bayar yang digunakan pada umumnya berupa uang. Tetapi berkat
kemajuan tehnologi dan dilihat dari segi praktis, pembayaran dapat
dilakukan dengan surat berharga.

¢) tempat pembayaran dilakukan, Pembayaran harus dilakukan di tempat
yang ditetapkan dalam perjanjian. Jika dalam perjanjian tidak
ditentukan suatu tempat, pembayaran yang mengenai barang yang
sudah ditentukan harus dilakukan ditempat mana barang itu berada
waktu membuat perjanjian.

d) media pembayaran yang digunakan. Pembayaran dapat dilakukan

dengan pengiriman uang lewat pos atau bank.
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€) Biaya penyelenggaraan pembayaran. Menurut ketentuan pasal 1395
KUH Perdata, biaya yang harus dikeluarkan untuk menyelenggarakan
pembayaran harus dipikul oleh debitur.

b. Penyerahan barang

Penyerahan yang dimaksud disini meliputi pemindahan penguasaan dan
pemindahan hak atas barang berdasarkan perikatan dasar yaity perjanjian,
penyerahan barang tersebut dilakukan baik secara nyata maupun secara
yuridis.

Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata, menentukan bahwa segala persetujuan
harus dilakukan secara Jujur sedang menurut pasal 1339 KUHPerdata
menyatakan kedua belah pihak tidak hanya terikat oleh apa yang secara tegas
disebutkan dalam suaty persetujuan, melainkan juga oleh yang diharuskan
menurut sifat persetujuan kepatuhan adat kebiasaan dan undang-undang. Lebih
jelas lagi dikatakan dalam pasal 1347 KUHPerdata bahwa apabila pada sebuah
persetujuan tersangkut Janji-janji yang memang lazim dipakai dalam
masyarakat maka Jjanji-janji ini dianggap termuat dalam isi persetujuan,
meskipun kedua belah pihak dalam membentuk Suatu persetujuan sama sekali
tidak menyebutkannya,

Pada dasarnya, hal yang dijanjikan untuk dilaksanakan dalam suaty
perjanjian dibagi dalam tiga macam yaity :

1) Perjanjian untuk memberikan sesuaty barang atau benda.
Dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu kebendaan tertenty,
kebendaan ity semenjak perikatan dilahirkan adalah tanggungan si
berpiutang. Jika si berutang lalai akan menyerahkannya maka semenjak

saat kelalaian, kebendaan adalah atas tanggungannya (pasal 1237

KUHPerdata).

2) Perjanjian untuk berbuat sesuatu.
Apabila perikatan tidak dilaksanakannya, maka s; berpiutang juga
dikuasakan Supaya dia sendirilah mengusahakan pelaksanaan atas biaya si
berutang (pasal 1241 KUHPerdata).
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3) Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu.
Jika perikatan itu bertujuan untuk tidak berbuat sesuatu maka pihak yang
manapun tidak berbuat berlawanan dengan perikatan, karena pelanggaran
itu dan karena itupun saja wajiblah ia akan penggantian biaya rugi dan
bunga.

Hal-hal yang harus dilaksanakan dalam perjanjian itu disebut dengan
prestasi. Adapun yang dimaksud dengan prestasi dalam suatu perjanjian adalah
sesuatu hal yang wajib dipenuhi atau dilaksanakan oleh seorang debitur.

Jika uraian diatas dikaitkan dengan fakta perjanjian sewa-menyewa
ruangan antara PT (Persero) Angkasa Pura I dengan PT Garuda Indonesia,
maka pelaksanaan perjanjian tersebut dibagi kembali menjadi tiga macam
seperti hal yang dijanjikan untuk dilaksanakan dalam perjanjian.

Diantaranya “perjanjian untuk memberikan sesuatu barang atau benda”™
yang dalam hal ini diatur dalam pasal 1237 KUHPerdata, “dalam hal adanya
perikatan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu, kebendaan itu semenjak
perikatan itu dilahirkan, adalah atas tanggungan si berpiutang”. Dalam
perjanjian sewa-menyewa ruangan tersebut pelaksanaannya adalah pihak
pertama akan menyediakan fasilitas listrik telephone dan air serta AC sesuai
dengan kebutuhan pemakaian dan kemampuan fasilitas di bandar udara, hal
tersebut diserahkan bersamaan dengan penyerahan ruangan yang akan
disewakan, seperti halnya yang tercantum dalam perjanjian dengan ukuran
26 m®. Dalam hal ini PT. Garuda Indonesia juga menyerahkan uang jaminan
sewa kepada PT. (Persero) Angkasa Pura sebesar satu bulan harga sewa
berlaku. Selain itu PT. Garuda Indonesia juga melakukan pembayaran sewa
sebesar tiga kali masa sewa.

Sebagaimana uraian diatas maka pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa
ruangan selanjutnya yaitu didasarkan pada “perjanjian untuk berbuat sesuatu”
yang diatur dalam pasal 1241 KUHPerdata “apabila perikatan tidak
dilaksanakannya maka si berpiutang boleh juga dikuasakan supaya dia

sendirilah mengusahakan pelaksanaannya atas biaya si berpiutang”. Jika
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dikaitkan dengan isi pasal tersebut dalam perjanjian sewa-menyewa ini
PT. (Persero) Angkasa Pura I menjamin bahwa ia adalah satu-satunya pihak
yang secara sah berhak melakukan tindakan hukum terhadap ruangan yang
disewakan dan oleh karenan menjamin kenikmatan dan ketentraman
penggunaan ruangan fersebut selama berlangsungnya penyewaan ruangan.
Kemudian di dalamnya dinyatakan bahwa pihak PT. Garuda Indonesia berhak
sepenuhnya memakai dan menggunakan ruangan sesuai dengan fungsinya,
dengan aman tanpa gangguan dari pihak manapun. _

Pelaksanaan yang ketiga yaitu “perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu”™
dalam hal ini dapat diuraikan sesuai dengan perjanjian sewa-menyewa ruangan
antara PT. (Persero) Angkasa Pura I dengan PT. Garuda Indonesia diantaranya
yaitu pihak PT. Garuda Indonesia mengikatkan diri untuk memakai atau
menggunakan ruangan sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian, dalam hal ini
tidak diperbolehkan untuk kegiatan lain selain apa yang telah diperjanjikan dan
dilarang oleh undang-undang dan peraturan lainnya atau ketertiban dan
kepentingan umum. Kemudian juga tidak diperkenankan untuk mengadakan
perubahan terhadap ruangan yang disewa kecuali mendapat izin tertulis dari
pihak PT. (Persero) Angkasa Pura I, dan juga tidak diperkenankan untuk
menyewakan ruangan kepada pihak lain atau membebankan sesuatu terhadap
ruangan tersebut kecuali pihak pertama memberikan izin tertulis terlebih
dahulu.

Uraian diatas merupakan pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa
ruangan antara PT. (Persero) Angkasa Pura I dengan PT. Garuda Indonesia
yang didasarkan atas hal yang dijanjikan untuk dilaksanakan dalam suatu
perjanjian yang dalam hal diatas telah disebutkan terbagi dalam tiga macam,
yaitu :

1. perjanjian untuk memberikan sesuatu barang atau benda;

2. perjanjian untuk berbuat sesuatu;

3. perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu.
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Hak dan kewajiban PT. Garuda Indonesia menurut pasal 10 ayat (1)
sampai (7) surat  perjanjian  sewa-menyewa  ruangan  No.
AP.1.925/KU.20.2.1/01/KCJ-B  menyatakan bahwa PT. Garuda Indonesia
berhak sepenuhnya memakai atau menggunakan ruangan sesuai dengan
fungsinya tanpa gangguan dari pihak pertama, PT. Garuda Indonesia dilarang
oleh undang-undang atau peraturan lainnya untuk memasak dalam ruangan,
PT. Garuda Indonesia wajib memelihara ruangan sebagai tuan rumah yang
baik, PT. Garuda Indonesia tidak diperkenankan untuk mengadakan
perubahan terhadap ruangan yang disewa kecuali mendapat ijin dari pihak
pertama, PT. Garuda Indonesia tidak diperkenankan menyewakan ruangan
kepada pihak lain kecuali pihak pertama memberi ijin, PT. Garuda Indonesia
tidak diperkenankan memasang nama dan papan reklame baik berbentuk
tulisan ataupun cahaya kecuali memenuhi segala peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan telah mendapat persetujuan tertulis dari pihak
pertama.

Kemungkinan suatu perjanjian yang sudah dibuat tapi tidak dapat
dilaksanakan.,oleh karena adanya wanprestasi .Wanprestasi adalah suatu
keadaan di mana seorang debitur (berhutang) tidak memenuhi atau
melaksanakan prestasi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam suatu
perjanjian ( PNH Simanjuntak, 1999 : 340).

Dalam hal ini wanprestasi atau lalai dapat timbul karena adanya unsur :
a. kesengajaan atau kelalaian debitur itu sendiri ;

b. adanya keadaan memaksa (overmacht)

Adapun seorang debitur yang dapat dikatakan telah melakukan

wanprestasi ada empat macam yaitu:

1) debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali ;

2) debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya;,
3) debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak sebagaimana mestinya;

4) debitur memenuhi prestasi, tetapi melakukan yang dilarang perjanjian.
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Pada umumrnya suatu wanprestasi baru terjadi jika debitur dinyatakan
telah lalai untuk memenuhi prestasinya atau dengan kata lain,wanprestasi ada
jika debitur tidak dapat membuktikan bahwa la telah melakukan wanprestasi
itu di luar kesalahannya atau karena keadaan memaksa (overmacht).

Metiuiui Abdulkadic Muhaimmad (1990 : 26) keadaan memaksa adalah
keadaan tidak dapat dipenuhinya prestasi oleh debitur karena terjadi suatu
peristiwa bukan karena kesalahannya,peristiwa mana tidak dapat diketahui

atau tidak dapat diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan.

3.2 Hambatan Yang Timbul Dalam Peiuksanaan Perjunjian Sewa-Menyewa
Di dalam perjanjian sewa menyewa ruangan kantor di terminal domestik

Bandar Udara Adisumarmo Surakarta dalam pelaksanaannya baik secara langsung

maupun tidak langsung terdapat berbagai macam hambatan yang sering timbul

diantaranya adalah:

1. terjadinya perluasan sarana bandar udara. Disini pihak pertama
menggunakan sebagian atau seluruh ruangan yang sedang discwa;kan untuk
perluasan. Hal ini mengakibatkan terhambatnya proses kegiatan atau
aktivitas dari PT. Garuda Indonesia .

2. keterlambatan pemberitahuan perpanjangan sewa oleh pihak penyewa,
dapat imengakibatkan keraguan dari pihak pertama unluk menghitung
besaran sewa. Hal ini secara ekonomi sangat merugikan pihak PT.
(Persero) Angkasa Pura I karena dalam waktu jeda tersebut dapat
disewakan kepada konsesioner yang lain.

3. terjadinya kerusakan fasilitas yang diberikan oleh PT (Persero) Angkasa
Pura | kepada PT. Garuda Indonesia seperti saluran listrik, telephon,
lampu, dan AC yang dapat menghambat proses aktivitas pihak PT. Garuda
Indonesia dan dalam perbaikannya sering terjadi lempar-melempar
tanggung jawab antara kedua belah pihak.
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4. proses penandatanganan kontrak yang terlalu lama oleh pihak-pihak yang
berkepentingan. Keterlambatan proses penandatangan tersebut, sering
terjadi, karena ada yang berpendapat tanpa adanya suatu penandatanganan
perjanjian sewa-menyewa ruangan tersebut sudah dapat dilaksanakan.
Namun pendapat lain mengatakan perjanjian sewa tersebut tanpa adanya
penandatanganan kedua belah pihak belum sah dan belum dapat
dilaksanakan.

Perjanjian sewa-menyewa ruangan ini, merupakan perjanjian dalam
bentuk standart contract atau perjanjian baku. Perjanjian ini dibuat oleh
PT. (Persero) Angkasa Pura I dan pihak lain sebagai mitra usaha dalam hal ini
PT. Garuda Indonesia hanya menyetujui atau tidak tentang isi dari perjanjian
tersebut.

Perjanjian sewa-menyewa ruangan dalam bentuk standart contract
terjadi tanpa adanya suatu proses negosiasi yang akhirnya mengakibatkan
pihak yang mengikatkan diri secara tidak langsung menemui suatu hambatan.

Hambatan yang ada dari perjanjian sewa-menyewa tersebut muncul
karena tidak adanya suatu kesesuaian atas klausula-klausula perjanjian yang
ada dengan keinginan dari PT. Garuda Indonesia.

_Hal ini tetap saja dikesampingkan karena di dalam perjanjian baku
tersebut PT. Garuda Indonesia harus menyetujui isi perjanjian. Meskipun ada
isi perjanjian yang merugikan. Salah satu penyebab PT. Garuda Indonesia mau
pada isi perjanjian karena yang bersangkutan membutuhkan ruangan milik PT.
(Persero) Angkasa Pura I yang digunakan sebagai operation room atau
perkantoran.

Berdasarkan hal tersebut jika dikaji lebih lanjut seakan-akan akibat dari
perjanjian dengan bentuk standart contract menimbulkan rasa ketidak
sepadanan hak antara kedua belah pihak, karena isi perjanjian sewa-menyewa

ruangan ini lebih menguntungkan PT. (Persero) Angkasa Pura L. Hal ini juga
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merupakan faktor penghambat atas pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa

ruangan tersebut.

3.3 Upaya Penyelesaian Terhadap Macam Hambatan Yang Timbul

Perluasan sarana bandar udara Adisumarmo Surakarta oleh PT.
(Persero) Angkasa Pura I, merupakan suatu hambatan dalam pelaksanaan
perjanjian sewa-menyewa ruangan yang telah dibuat dengan PT.Garuda
Indonesia. Dikatakan sebagai suatu hambatan dalam suatu perluasan sarana,
karena ruangan yang telah disewa oleh PT. Garuda Indonesia dibongkar. Dan
dimanfaatkan sebagai sarana pendukung bandar udara tersebut.

Sesuai dengan ketentuan perjanjian sewa-menyewa ruangan yang telah
disepakati bersama antara PT.(Persero) Angkasa Pura 1 dan PT.Garuda
Indonesia No.API.925/KU.20.2.1/2001/KCJ-B, mengharuskan PT. Garuda
Indonesia untuk menyerahkan kembali ruangan yang telah disewa sebelumnya
jika diperlukan kepada PT.(Persero) Angkasa Pura 1. Adapun tenggang waktu
penyerahannya sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan yaitu dalam jangka
waktu tiga bulan, terhitung sejak diterimanya pemberitahuan oleh PT.
(Perséro) Angkasa Pura I. Didalam penyerahan ruangan tersebut dinyatakan
PT. Garuda Indonesia tidak berhak untuk menuntut ganti rugi dalam bentuk
apapun.

Berdasarkan ketentuan pasal 1554 KUHPerdata, yang menyatakan
bahwa pihak yang menyewakan tidak diperkenankan selama waktu sewa
mengubah wujud atau tatanan yang disewakan. Jika dikaji berdasarkan pasal
ini maka upaya penyelesaian yang diambil oleh PT. (Persero) Angkasa Pura |
sangat bertentangan dan merugikan PT. Garuda Indonesia. Namun jika

dikaitkan dengan ayat (2) pasal 1555 KUHPerdata yang menyatakan :
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“Jika dalam jangka waktu sewa pada barang yang disewakan terpaksa
diadakan pembetulan-pembetulan yang tidak dapat menunggu sampai
berakhirnya sewa maka si penyewa harus menerimanyabetapapun
kesusahan yang disebabkannya dan meskipun ia selama dilakukannya
pembetulan-pembetulan itu terpaksa kehilangan sebagian dari barang yang
disewakan tapi jika berlangsung lebih lama dari empat puluh hari,maka
harga sewa harus dikurangi menurut imbangan waktu dan bagian barang
yang disewakan yang tidak dipulangkan oleh si penyewa”.
Menurut uraian diatas dapat ditarik dua bentuk upaya penyelesaian yang
didasarkan pada ketentuan Surat Perjanjian Sewa-menyewa Ruangan dan Kitab

Undang-undang Hukum Perdata yaitu:

1) Upaya penyelesaian menurut Surat Perjanjian Sewa-menyewa antara
PT. (Persero) Angkasa Pura I dengan PT. Garuda Indonesia. Nomor AP.1
.925/KU.20.2.1/01/KCJ-B yang menyatakan :

“Dalam waktu berlakunya perjanjian ini bilamana dikemudian hari terjadi
pembangunan dan perluasan sarana bandar udara di mana pihak pertama
harus menggunakan sebagian atau seluruh ruangan yang disewakan
sebagaimana yang dimaksud dalam perjanjian ini, maka pihak kedua harus
menyerahkan kembali ruangan yang disewa kepada pihak pertama dalam
jangka waktu tiga bulan terhitung sejak pemberitahuan dari pihak pertama
dan pihak pertama tidak diwajibkan menyediakan atau menunjuk ruangan
lain sebagai gantinya dan pihak kedua tidak berhak menuntut ganti rugi.”

2) Berdasarkan ketentuan pasal 1555 KUHPerdata maka dapat diambil upaya
penyelesaian yang pada intinya diambil tindakan seperti halnya yang
tercantum dalam surat perjanjian yaitu pasal 9 ayat 2, namun disini terdapat
suatu perbedaan, apabila terdapat suatu pembetulan-pembetulan yang
memakan waktu lebih dari empat puluh hari maka pihak pertama yaitu
PT.(Persero) Angkasa Pura I harus melakukan pengurangan harga sewa
kepada PT. Garuda Indonesia menurut imbangan waktu dan bagian dari
barang yang disewakan yang tidak dipakai oleh PT. Garuda Indonesia .

Upaya penyelesaian yang dapat ditempuh oleh pihak pertama dalam
menghadapi PT. Garuda Indonesia yang terlambat melakukan pemberitahuan
perpanjangan masa sewa adalah dengan memberikan suatu hak opsi kepada PT.
Garuda Indonesia untuk menghentikan sewa atau memperpanjang perjanjian

sewa tersebut sekurang-kurangnya untuk jangka waktu dua tahun.
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Jika dikaitkan dengan ketentuan pasal 1598 KUHPerdata yang
menyatakan setelah berakhirnya sewa yang dibuat secara tertulis, si penyewa tetap
menguasai barangnya dan dibiarkan menguasainya, maka akibat akibat sewa yang
baru diatur dalam pasal yang lalu .

Berdasarkai pasal 1587 KUHPerdata yang menyatakan :

“Jika si penyewa sebuah rumah atau ruangan, setelah berakhirnya waktu

sewa, yang di tentukan dalam suatu perjanjian tertulis, tetap menguasai

barang yang disewa, sedangkan pihak yang menyewakan tidak
melawanya, maka dianggaplah si penyewa itu tetap memegang barang
yang disewakan atas dasar syarat-syarat yang sama, untuk waktu yang
ditentukan oleh kebiasaan setempat, dan tak dapatlah ia meninggalkan
barang yang disewa, maupun dikeluarkan dari situ, melainkan sesudahnya

suatu pemberitahuan (entang penghentian sewa, yang dilakukan menurut
kebiasaan setempat”

Upaya penyelesaian yang diambil mengenai hambatan yang berkaitan
dengan kerusakan fasilitas yang disewa oleh penyewa adalah dengan melihat
ketentuan pasal 1564 KUHPerdata yang menyatakan “si penyewa bertanggung
jawab untuk segala kerusakan yang diterbitkan pada barang yang disewa selama
waktu sewa, kecuali jika ia membuktikan bahwa kerusakan itu terjadi diluar
salahnya”. Kemudian jika dikaitkan dengan ketentuan pasal 14 ayat 2 surat
perjanjian sewa-menyewa ruangan menyatakan :

“Didalam hal terjadi kerusakan terhadap ruangan yang disewa dan atau
harta benda pihak kedua, kerusakan mana disebabkan hal-hal yang berada
diluar kekuasaan kedua belah pihak untuk mengatasinya (suatu force
majeure) misalnya gempa bumi, kerusakan massal, banjir, revolusi,
pemberontakan, perang, epidemi, dan lain sebagainya maka tidak ada
kewajiban bagi kedua belah pihak mengganti kerugian satu kepada yang
lain,

Berdasarkan ketentuan pasal 1564 KUHPerdata diatas maka pihak kedua pada
perjanjian sewd-renyewa ruangan harus bertanggung jawab atas pemeliharaan ruang
dan perbaikan ruang termasuk mengganti apabila ada bagian ruangan mengalami
kerusakan, tenmasuk kerusakan saluran listrik, telephon, lampu, dan AC.

Biaya pembebanan atas pengeluaran perbaikan fasilitas tersebut diatas
merupakan kewajiban pihak kedua seperiuhnya. Jadi tidak perlu adanya saling
melempar tanggung jawab atas perbaikan fasilitas tersebut antara kedua belah pihak.

Berdasarkan surat perjanjian sewa-menyewa ruangan No. API 925/

KU.20.2.1/01/KCJ-B pasal 14 ayat 2 pada intinya menyatakan bahwa perbaikan akan
kerusakan fasilitas yang dialami pihak kedua oleh karenanya tidak perlu diadakan
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pembebanan perbaikan pada pihak kedua, namun dalam penyelesaiannya
memungkinkan pihak pertama untuk memperbaiki fasilitas tersebut.

Upaya penyelesaian atas kerusakan fasilitas itu sepenuhnya dibebankan kepada
pihak pertama. Seandainya hal itu terjadi karena force majeure, prosedurnya yaitu
pihak kedua harus memberitahukan kerusakan fasilitas yang ada kepada dinas
perlengkapan kemudian dinas perlengkapan melaporkan kepada dinas operasional dan
tehnik berserta dinas elektronik dan listrik. Kemudian dinas-dinas tersebut mengadakan
pengecekan dan perbaikan atas kerusakan fasilitas yang disewakan. (Bp. Raditya Yogi.
SE, Staf Pelaksana Dinas Komersial, 20 Februari 2002).

Upaya yang ditempuh dalam menghadapi perbedaan pendapat atas
keterlambatan penandatanganan kontrak perjanjian sewa-menyewa ruangan oleh para
pihak, yang akhirnya menimbulkan penafsiran yang berbeda. Di satu pihak,
menyatakan bahwa suatu perjanjian itu dapat dilaksanakan walaupun belum ada suatu
penandatanganan. Namun dilain pihak menyatakan, bahwa perjanjian itu belum dapat
dilaksanakan karena belum ada suatu proses penandatanganan.

Berdasarkan ketentuan pasal 1320 KUHPerdata yang menyatakan bahwa untuk
syarat sahnya perjanjian diperlukan empat syarat yaitu : '

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal.

Menurut uraian diatas maka suatu perjanjian dapat dikatakan sah untuk
dilaksanakan apabila ada bentuk kesepakatan baik secara lisan maupun tertulis
didalamnya. Dikatakan secara lisan apabila perjanjian itu didasarkan dengan kebiasaan
masyarakat setempat. Perjanjian sewa-menyewa ruangan ini tidak didasarkan dengan
kebiasaan melainkan berdasarkan standar kontrak yang ada, jika ditinjau dari segi
hukum suatu perjanjian dapat dikatakan sah berlaku, apabila telah memenuhi empat
syarat yang tercantum dalam pasal 1320 KUHPerdata. Juga telah memenuhi syarat
tambahan yang tercantum dalam pasal 17 perjanjian sewa menyewa ruangan no.
API1925/KU.20.2.1/01/KCJ-B  yaitu “demikian peranjian ini dibuat dan
ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam
rangkap dua dengan dibubuhi materai secukupnya yang masing-masing mempunyai
kekuatan hukum sama”. Berdasar uraian di atas dapat diketahui bahwa, dengan belum
adanya penandatanganan perjanjian itu, maka perjanjian tersebut tidak dapat
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dilaksanakan atau tidak dapat berlaku, walaupun telah ada kesepakatan antara kedua
belah pihak dalam pembuatan perjanjian.

Upayd penyelesaian yang diambil dari keterlambatan  penandatanganan
perjanjian diatas adalah pihak yang tidak dapat melakukan penandatanganan tepat
waktu, maka pihak tersebut harus memberikan surat kuasa kepada orang yang ditunjuk
untuk melakukan proses penandatanganan itu (Bp. Drs. Ariyadi Subagio, Kepala Divisi
Dinas Komersial, 1 Maret 2002).

Menurut Bp. Budiarto Kepala Dinas Komersial, tanggal 25 Februari 2002,
upaya penyelesaian yang berkaitun dengan masalah yang timbul dari bentuk perjanjian
standar kontrak yaitu dengan cara mengadakan negosiasi ulang, walaupun perjanjian
tersebut sudah dalam bentuk standar kontrak yang sudah ditentukan oleh Kantor Pusat
PT. (Persero) Angkasa Pura 1, cara yang diambil sebelum mengadakan perjanjian pihak
pertama menaikan tarif sewa ruang terlebih dahulu, namun tarif yang dinaikkan tidak
boleh melebihi batas maksimal, harus disesuaikan dengan yang telah diatur dalam tata
cara pemberian tarif sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan No.38
Tahun 1990 tentang Tarif Jasa Non Aerounoutika yang diusahakan Perum Angkasa
Pura I dan Perum Angkasa Pura 1l . Kemudian barulah dinegosiasikan dengan mitra
usaha atau PT. Garuda Indonesia. Dengan cara demikian perjanjian sewa-menyewa
dengan standar kontrak tersebut tidak dinyatakan murni perjanjian baku, karena masih
ada unsur negosiasi dan tawar-menawar tarif sewa ruangan.

Menurut Bp. Drs. Ariyadi Subagio, Kepala Divisi Dinas Komersial tanggal 25
Februari 2002, selama ini upaya penyelesaian atas keluhan terhadap perjanjian sewa-
menyewa ruangan dalam bentuk baku yaitu dengan cara : '

1. Memberikan pengertian secara kekeluargaan kepada mitra usaha (PT. Garuda
Indonesia) mengenai perjanjian itu.

2. Melakukan negosiasi mengenai klausula-klausula tertentu yang dirasa menghambat
bagi pihak kedua tetapi jangan bertentangan dengan prosedur sewa-menyewa yang
ada.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

33

3. Seandainya mitra usaha masih mengeluh mengenai perjanjian sewa-menyewa
dalam bentuk baku tersebut maka pihak pertama memberikan saran agar pihak
kedua membatalkan perjanjian yang telah disetujui bersama, dan pihak kedua
mengembalikan kembali biaya atau uang sewa yang disetorkan pada pihak
pertama, dan besarnya berdasarkan negosiasi atau musyawarah antara kedua belah
pihak.

Hal ini dilakukan karena bagaimanapun standar kontrak tersebut .merupakan

kewenangan penuh dari kantor pusat PT. (Persero) Angkasa Pura L.
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IV. KESIMHULSRES | (RIVERSITAS JEMBER

4.1 Kesimpulan

[

Adapun kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:
Perjanjian sewa-menyewa ruangan dalam pelaksanaanya sebagian besar telah
sesuai dengan materi yang diperjanjikan hanya saja pada bagian-bagian
tertentu yang tidak berjalan dengan baik karena oleh kurangnya ketegasan
dan kurang konsistennya para pihak dalam melaksanakan perjanjian yang
ada.

Bentuk hambatan yang timbul dari pelaksanaan perjanjian tersebut

diantaranya adalah mengenai perluasan bandar udara oleh PT. (Persero)

Angkasa Pura 1. Hal ini mengakibatkan ruangan yang disewa oleh  PT.

Garuda ikut dibongkar. Disamping itu bentuk hambatan yang lain adalah

keterlambatan pemberitahuan perpanjangan sewa, terjadinya kerusakan

fasilitas yang diberikan oleh PT. (Persero) Angkasa Pura I kepada PT. Garuda

Indonesia, yang menimbulkan saling lempar-melempar tanggung jawab atas

perbaikan kerusakan fasilitas tersebut, serta adanya keterlambatan

penandatanganan kontrak yang akhirnya menghambat pelaksanaan perjanjian
dan bentuk perjanjian sewa-menyewa yang sesuai dengan standar kontrak
yang mengakibatkan keluhan-keluhan dari pihak kedua.

Upaya penyelesaian yang diambil adalah didasarkan pada ketentuan surat

perjanjian sewa-menyewa ruang yang sebelumnya telah disepakati oleh

PT. (Persero) Angkasa Pura I dengan PT.Garuda Indonesia, yaitu dengan

cara sebagai berikut :

a. Jika itu merupakan hambatan yang berkaitan dengan perluasan bandar
udara, maka pihak PT. Garuda Indonesia harus menyerahkan kembali
ruangan yang disewa kepada PT. (Persero) Angkasa Pura I dengan
jangka waktu tiga bulan terhitung sejak pemberitahuan.

b. PT. (Persero)Angkasa Pura I dalam menghadapi PT. Garuda Indonesia

vang terlambat melakukan pemberitahuan perpanjangan masa sewa,
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upaya yang dilakukan dengan cara, memberikan opsi kepada PT. Garuda
Indonesia untuk menghentikan sewa atau memperpanjang sewa
sekurang-kurangnya untuk jangka waktu dua tahun atau dianggap bahwa
si penyewa telah melakukan perpanjangan sewa.

Untuk kerusakan fasilitas-fasilitas yang terdapat dalam ruangan yang
telah disewakan kepada pihak pertama. Pertanggungjawaban atas
perbaikan kerusakan tersebut diserahkan kepada pihak kedua, kecuali
jika terjadi force majeure yang dimungkinkan pihak pertama yang akan
memperbaikinya. Prosedur untuk perbaikan fasilitas tersebut pihak kedua
harus memberitahukan kepada dinas perlengkapan, yang dilanjutkan
kepada dinas operasional dan teknik beserta dinas elektronik dan listrik,
kemudian dinas-dinas tersebut mengadakan pengecekan dan perbaikan
atas kerusakan fasilitas yang disewakan.

Upaya penyelesaian yang diambil dari keterlambatan penandatanganan
perjanjian sewa-menyewa adalah pihak yang tidak melakukan
penandatanganan harus memberikan surat kuasa kepada orang yang
ditunjuk untuk melakukan proses penandatanganan.

Upaya penyelesaian terhadap keluhan yang berkaitan dengan perjanjian
sewa-menyewa ruangan dengan bentuk baku yaitu, dengan cara
memberikan pengertian secara kekeluargaan kepada mitra usaha tentang
bentuk perjanjian tersebut. Jika dimungkinkan dapat melakukan
negosiasi terhadap klausula-klausula tertentu yang dirasa menghambat
bagi pihak kedua. Seandainya masih terdapat keluhan dari mitra usaha
mengenai perjanjian sewa-menyewa dalam bentuk baku tersebut, langkah
yang diambil pihak pertama memberikan saran agar pihak kedua untuk
membatalkan perjanjian yang telah disetujui bersama dan pihak kedua
mengembalikan biaya atau uang sewa yang disetorkan kepada pihak
pertama, besar biaya tersebut berdasarkan musyawarah dan negosiasi
kedua belah pihak.
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Al FRALIAINDD A RUANGAN I .
. NOMOR : AP.L 925 /KU.20.2.1/2001/KCJ-B
! 3y :

. P s Fy g
' ot o g . Lofa : s
Pada haxi ini, Selass tangpal tujuh belas bulan Juni Tahun Dua nliq satu di Surakarta,

BN . |.'~ : o
I M. ALI ,WHADI, SID,MBA,MM, lmrtemput ﬁnBSﬂﬂldl Surakmfn, dalom hal jni

= bertindsk pelaku Kepula Cabang PT.(PERSERO) Angknsa Pura I} Bandsr Udera

© Adisumarmo Suralcarla, oleh karena itu mewuk‘ili, Direksi dan untuk aias nama perusahasn
PT.(PERSERO) Angkasa Pum T berkechidukan di Jakarta daa berkantor pusat di Kota
Baru Bandar Kemaycian Block I3 12 - Kaveling 2 Jakarta Pusat, yang anggaran dasar dan
pernsakaanys telah dinmumban dan dibynli]am_, dalam Berila Negam Republik Indonesia
Juni 1993 No.52 dengan Tmnhahmli Beritd Negam : Republil Indonesia Nomor
2914/1993,uatule sclanjulnga datam bial ini digebut PIHAX PERTAMA,

1. AGUS WIBOWO; terteropat tingpal di Svrakarta dalam hal ini bertindak selaku Districk
Manaper, oleh karena ilu raewakili Direlesi dagi dan untuk atas wama PT.GARUDA
INDOWESIA, yang berkedudakan di Jakarta, beralamat di 7. Merlela Selatan No.13
Jubadta, yung angparan divemya teloh diayahkan dan diupnrnken dalam Berita Nepam
Republil: Indonesia fanggal 29 Juni 1989 No.44 dengan tambahan berita Nogara Republik
Indonenia No. 970/1969 waruk selunjutnya duluwm hal ind dissbut PIHAK KEDUA, ‘

Selanjulnya kedua belah pibal menerangian fodebih dahuly :

i - 3 el iy
11 l_-: oy . ‘ '-1_:..!..; ]

a. Bahwa dalam ranglea untak lebiny mengoptimalkan pendapatan non aeronautika, PIFAK

PERTAMA selaka Badan Usitha Mililke Negara yang mempunyai wewenang pengelolaan

Bandar Udara bemaaksud wtuk menyewakan roangan: - Ih'mngtm yang ada di Bandar
Udara Adisuouinyio, Surdiarta, . - S ) ey :
A (ap . F“ ST

&

b. Bahwa sohubungan dengon maksud tersebut di alas, PIHAK KEDUA. berminat don

menyalakan did iatuk menyeswa ruangan tersebut dengan ba:n';!aanrkun pada peraturan dan
perundang —undangan yang berlalu, s ,
Berdasartkan hnl - hal tersebut di atas, selanjutirya kedud’ belah pihak sepakat untuk
mengadukan  porjanjian sewa menyewa Ruangan unfule Qperation Room PT.Guruda

, Tndonesia di PT. (PERSERO) Anglasa Pura I Bandar Udard Iniernasional Adisumarmo,
’ Surakarlu detgan syumt dan ketentuan — ketentuan sebagai berilout : e :
cu | . W A .

" L 8 ] o
SR o . i ARy
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' D o) DASAR DASAR PERJANIIAN

Y . v 'gﬁ

(1) Dalsm melaksanakan Pegjanjian ini dipergunakan dasnr-—"'c:.‘fz;ii_zhr sebagai berikut : . ;
R i T s | . R
a. - Kepulugan Menteri Peshubungan Nomor 38 tahun!1990 fenfang Tarif Jasa Non -
Aerounoutika yang dinsshakan PERUM Angkasa {'u.m I Dan PERUM Angkasa
2y | ; . ‘rt : S !
b. - Sumt Bdaran Direksi Nomor ED. 01/HK.00/1993 tanggal 11 Januari 1993 perihal
S o pemibarlokusn Peraturan PERUM  Angkasa “Pomn I di Linglungan PT.
1 " (PERSERO) Angkasa Puara 1, e -
' ¢. . Kepitusan — kepufusan Direksi PT.(PERSERO); Angknsa Pural T gehubungan -
- dengun tarif yang bedaku di Bancar Udara Interasional Adisumarmo Surakarta.

{ I S, 1Y _ i AN ’
(2)  Dasar - dasar dimana disebut dalam ayat (1) di atag merup;z_kan satu kesatuan yang tidalk
terpizabikan diri Resjenjiei ini, <t :

e Pusal 2

o

i DIFINISI '
Kecuali mpl.!mai' Im]umi menenlukan lain, maka perkatann — perka’tmn berilaat yang diavali &
dengan hurut besar ynog dignnalan dalum Pegjanjion ing mempunyat arti sebagai berikut : ‘

a, “l’m'j:'.rngiz:m” berarli suain  perbuatan h'ub:ﬂxﬁdﬁ;nmm FIFAK PERTAMA
.+ mengikatkan didnya untuk menyewakan ruangan kepada PIHAK KEDUA dan
' ]’IHAK : IDUA mcnarinm_p{:nyewmm roangan ters'qbpt dari PITHAK PERTAMA..

b. N Ruango:n,f‘ be:mrii raangan di Gedunp/Terminal Dor'neahk., cie:.ngtm uluran 6,5 M
X 4M jadi luas keselurohanya 26 M2, yang terletak di Cabang PT.(PERSERO)
Augk:zia;a Pum 1 Bundar Udlaru Internagional Adimim@al'mlo Sumakarta. . . :

(3 “ Sewd “ berarti snatu perikalan yzng terjodi karena’ PIHAK. XEDUA memakai /
“rempergunakan Ruangan PTHAY, PERTAMA dan oleh karenanya PIHAK
KEDUA hnms maenbayar sejurmlah nang kepada PIHAK FERTAMA. - :
: ' -
d. . “Bandaf Udare “ berarhi Bandor Udara Internasional Adisnmarmo Surakarta. | |
; L e :
R : ol

e g . 4 g s
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ot OBYEK PERJANJIAN | ,P

(1) PHIAIC P’LR'IAMA dengan ini menyowakan kepada PIHAK ICEDUA dan PIHAK
KEDUA m/.n;;uicu menyewa roangan dard PIHAK PERTAMA dengan lokasi dan luas
sebagaimana ferscbul dalum denah tedampir yaog mcmpakm1 bagisn yang tidak
tcrpwuhlam dan Pul]au_uau ini. ;L ad 4

et
'H

I

|
4 i - Pasal 3
i

o

) PHIAK K]’I)UA mtmguk‘u menerima Ruangan yang dl.mwa ter';obt.'t dalam keadaan bmk,

bersih dan h..ng}mp dengan tayilitasnya .
; 1‘ =

3 PIHAK PBRTAMA memberi izin chuda PIHAK KEDUA mcmpergunnlnn Ruangem

- ersebut dalam; ayat (XLmt:m untule FPerkantoran. { Daa dt.ugan ini PIHAK  KEDUA

beganii glan’ mampmgtmaﬂnn Tuangan tersebut untuk ‘Operation Room PT. Garuda

Indonesia dan’ tidak akan dipergunakan untuk usaha lain / Le%:k,rlunn lnin gelain dari pada -

yang fecart iogmi rhs't.hut dintas. ' -l

Vi
K

J
L

g ' " Pagal 4 ?,L i

AN ||'
PERLE N( IKAPAN RUANGAN g

(§)) I-'II.IAK [‘J..R'I.AMA akun menyediakan fasilitas listrik, lel den nir acrta AC sesuai
. dengay kvbutuh:.ul punuha; an dan kemampuan fasilitas d1 l'-laﬁdur Udara. ' i

(3] l’enyunpemgun mas penwtapan  seperli  dimaksud dala - i‘nyat (1) di ums apabﬂa i
nuumbqﬂum hmyn malka olun dibebankan kepada I’IHAK KLDUA

3) PIHAK KL.DUA diwajiblkan menyedickan alat poumdam kubaluml yang layuk sesuai
dengan pwmlumu yang berluku di Bandar Udara dan alaf — alat peslengknpan yang
dipe.xluknn gesual tlmban lcegislan usshanya, termagnlk pcmggantmn laropu pannmngan.

i : : : [
‘ i Pasal 3 I

e N
oL
oo B

Ja‘-\N(i KA WAKTU PERJANIIAN DAN PLIRPANJ'ANGANY A

(D unglcu. wu]ctu l’m]unjmn ditetaplun selama 3 (tiga) tahun leﬂuhmg gejak txmggul 1 Apﬂl
2001 dan Lumnunya akan terakhir pada tanpgal 31 Mavet 2004 i '

) PI[—IAI{ PER' l‘A_’MA niemberikan  hak  opsi Le:pada P]HAIC ICEDUA untuk
EMPE mnn_umu Peraiyjian fesuebut uniuk jangka wakin ﬁuk\uﬂng kumongnoya. 2 (dua)
tabmnn,
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@

®

akan dibentahuliun socara erlulis Lepada PIFAKC KEDUA., | :

pokyis: ‘

r ¥ i e

Apabila PIHAX. KEDUA bermzksud unfule memperpanjang Perjanjian ini , maka maksud
tersebut hangs-'dibcrimhukun kepada PTHAK PERTAMA secara tertulis minimal 1 (satu)

+ bulan sebelum jangka waktu beraldhimya Perjanjian dengan ketentuan kedua belah pihak

akan nwm:u;:li‘.régkan kembali syarat — syaral dan kondisi — kondisi dari perpanjangan
peganjian tersebut. : . : ‘ : _ o
Apubila PIHA K'PERTAMA meayetujui perpanjangan Puzj{unjmn tensebut dalam ayat 3)
di atas, makin pensadstangaa peganjian bamy dilakukuod selambat — lambatnya 1 (satu)
bulun sebelum berakbirnya mava Perjanjian . CUg

Pasul 6 ' .=

: . e T - . :!‘ ~a
BESARAN SEWA RUANGAN DAN CARA PEI\'/_I“I?AYARAN-YA

Fesaran vang :su;wa Rusugan tersebut dalam Pasal 3 aya"t“(i) uniuk setiap meter persegi
seliap bulan adulah Ry, 40.000,00 (Pmpat puluh ribu nipialy) Sehingga besaran vang
sevva Ruangan selucuhuya teliap bulan adalah, Rp. 1.040:000,00 (Satu juta empat puluh
ribu cupinh) ‘dengan {idal; melepas keleptuna tersebnt dalamypasal 7 Pasal Perjanjian ini.
Besuran vang sews Puung fersebut tidal: terrnasule biaya: pemakaian listrik, air, telepon
dan pajek — pajik; yung henis Jipikul PIFEAL KEDUA., " i '
P‘l'.‘lhhiiy&rﬂ.nl b‘rfzwn texustnt dalany ayat (1) di etas harus dilalcukan sekaligus untuk masa 3
(liga) balan - dimuka (pertriwalnn)  ditempat yang telah ditentukan olsh PYHAK
PERTAMA aliu dengan cara lain yang telak disepakati bbzsidma‘ :

o

3

o g Pasal 7
i} v 4

e R

o 8 PHRUBAHAN BESARAN SEWA |
BesM -umé,;‘aéiw rangun tersebut dalam Pagsal 6 ayat ( I)f,";;j.ie\.vakill waktu dapat berubeh
dan disesnaikan dengan begsanun uang Sewa bara yang berlaku, yang ditefapkan oleh
Direksi PIHAK FERTAMA. Ak, :

Jika tmjadi.péumimha'm besaran vaug sewa sebayaimana dimaksud dalam 'ﬂynt (£))] dintas

b Ny I ’ lI A
Apabila dalara wakin 1(satu) bulan getelsh diterinanya peraberitalnan besaran tang sewa
baru oleh PIITAYK. KEDUA, PIHAK KEDUA tidak menpajukan keberatan baik secara
lisan manpun tectalis atas penaberitahuan besaran wang sewvea baru, maka dianggap bahwa
PIIAX KEDUA menyelujui besaran vang sewa baru teruebut. :
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(-

2) ,
. - PIHAK KEDUA diwajiblan membayar tambahan uang jdrpinan sebesar 1 (satu) kali

®

& )

@

Uang sewa 'tex_:f:d}.)u_l dalanm ayat (1) ¢lialas akan dikembalikas .
“pada saat beraldir/dinkhinnya Cerjanjian ini sélelah diiakl;lpipw perhitungan perhitungan
N i .

-diterimanya pembeitahuan dari PHIAK VERTAMA.

" g Pasal §
o . al
| ; TANTINAN STEAWA £

Schagai jamind, delihsanabina Perpinjion ini do 1gin buik,'_qfat";!m PHIAIC KEDUA vaiib
menyerahkan: ange jaminan Sews Lepaca PINAK. PERTAMA yitng besarnya adaiah
sebesar | Caatins Dby hingra Sewa yany herlnka, g i

R ; ' SN !
Dadam hal tecisdi peralahan Toss " Runngan sl taril Smy:t'llgn.:nngnn yang disewa, maln

-

Sewa Ruangan [tu bulan sesuai dengan perubahan lug$? Ruangan atau tarif Sewa
IRuangan lersel . TL‘I‘ij ‘
‘ Lo A i (B

[

I
1 »
¥

i kepada PIHAK KEDUA "

!

atas semua kewijiban / halang PIHAK KEDUA ying mésih tertunggak atau belum
dilinasi. M g i

Bila dalam pechitungan lerscbul masih terdapat kekurangady, pembayaran’ dari PTHAK
EEDUA  kepudia. PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA  wajib  mclunas -
kekuranganoya, dan sebalikoyn apabita dalany pethitunpan: tgrsebul terdapat kelebiban,

maka kstebiban tétsetnt akan dikembaliban kepada PIIAK KEDUA.

s "
13

| ¢ S . [ 1
gy Mgl 9 SRR, \

. i 55 : 1&:-.
CHAKCDAN EEWAJIGAN PHAK PERTANA .:

PHIAK ]'l}!l{'l"l\.:;‘."l.-'\ menfamin balowa PIFAIL PEITAMA actalah saln — salunya pihals
yang: sceara sah berhal: notk melabulan tindakan  hulofh terhadap mangan yang
disewakan day’ olch karenanvya menjamin kenikmalan dari kelentraman  penggonaan
rliaiigan tz:l::c_bli_t selana beetatgzsengnya penyewasan Ruangan tersebur.

L. .

Dalam wakiu Lérlgkanys peisnging ini bilamana dikenuicliani hari teriodi perabangunan
L I L - . 1Y A . AN

dan perlaasan sarana Fandar Udara, dimana 1MHAK PERTAMA hiares menppunakarn

scbagian aloasclonl I bangan yang duewakan sehagaimaia: dimaksud dalam Perjanjian

Sini, maka PIHAK K1EDUA hams wenyerahkan kembali Ruanigar viang disews tersebut,

kepada, PIDAK PLRTAMA datser jangkn wakita 3 (t'i;_.ga'f) budan  terhitung, sejak
PIHAK PERTAMA fidal: diwajiblan, menyediikan / mcui‘:ll':ajnlc ruangan Iain sebagai’
gantinyu, Nt N . ‘ . :
Dalam hal feqadi demikinn PIHAK KENDUA tidak Lerhak meénnntut ganti ljugi ataupim
penggantian - penpgantisn dalam benio, apapun kepada PIFIAK PERTAMA.

g S aea )
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5 T . e { "i
POIAK PERTAMA fidah akan bertzapnung jawab . dalam bentuk " apapon sepanjang

Cpermjian ind nwwil wangibab Lagi kedon belaly pihak atan kapaopun terhadap segala

benink tuntutun / supatan yang dilancarkan oleh  PIHAK KETIGA ‘terhadap PIHAK

TKEDUA, PITAK ICEDUA sepeanhnyaberianggung Jawat akan hal tersebut dan dengan

o menjacain das membebast an CUIAK PERTAMA ddn atau mengganti setiap kernpian
vasg didenita oledy PHA PERCTANMA sepangang, hal icrsfr?bul. . w

D sy i 4 5

o )
PIHAK PERTAM A sepenuhnya tidak alan berlagpgong jawab terhadap segala alkibat
yang 1.i:inb_u[ terhaclap PIAAK K EDUA, pegawai —. pq_sgl"nvainya,"Imm't — lamunya atao
mlapa saji yang bethiabuagan dengan pibalk kedua, yang diakibatkan” oleh ‘Pemakaian
ruangan o !'.auj_nun fusilitasnya yang lersedin dalam rangan {emebu!. P

| A s

ok Pasal 10 § : ' ‘
P ' ;-' i ! .
HAKDAN KEWAJIBARN 'pl}’-mw;f;EDUA T

PIHAK KEDUA berhak sepemabiiys untuk memakni [ menpgunakan Ruangan sesuai
denpad Rmpgsinya mennmt pevianjian ini dengan amaiy 1anpn panggnan dari PIHAK
PEICTAMA atanpun FHIAK K18 1A sesual depan keleiitan petjanjian ini. S
) v | : a” . o ‘ ‘ ;
PIHAXKEDUA mengikatkan divi untuk memalai / mengmmakan ruangan sesnai dengan
ketentuan’ dalain pevianjian ini dan tidak alan -:ligmmka'{n untuk kegiatan lain, kegiatan -
yang dilarang oleh endang - undang atay peratiuran laindiya atay ketertiban / kepentingan
waurdan PYEA K 15000 2 4 diperkenankan memasal datam Ruangan. '

: S . 2 , e ! :
FIIAK | Kf]fﬂ.’j")'[. IA wajib mcmelibam Mmangan sebapaiiitvan rumah vang  baik, - olel
karendnyad Wil untuk sepein. mespethmki / |na=i§$§jgmﬂi selinp - kerusakan -j-.'u'rg
diakibatkan Lesalaban / kelalwian 1 IAKD KEDUA, selinasa kondizinya snma seperti
scdinl:niﬁ,f_&u.:_'l“s{‘m ini dilakukan aias Lelag Jen biaya I"T!'t'.}ﬁl!{'l{lf[)l JA. 3
Apabiln PINAI BLEDUA, seiclah diperingatkan pilak Bertas s dalam walitu 15 (lima
belas) hari lojal diteeimanya Sl Penngatan tedsgliul terayata Alidak melakulan
perbaikan ‘vah atan mengganti kernsakan sebaginn yml;;:':‘qlimni;mcl dalpm ayat ini, mnka
PIHAK PER'TAMA alan raempertaiki bemsakan tersqli?} dengan semua biaya menjadi
beban PTHLA K KEDUA. b / .

ik

PIHAK fl‘(_};-.'iigl A tidak diperkenankan antuk ll)f:ll;{ﬂ(l!l‘k;‘is,l' perubahan terhadap Ruangan

yang disewsi, keciali mendapal ijin erinlis terlehil dabulu dari PIBAK PERTAMA dan
pembnling seprh dhinsb and dintay sepenibnya menjadi wiilik M13AT PERTAMA setelnk
etk dir / diakhiriny. Perjanjiamn. ool i ' : b :
Marun spabila J1HAIC FEITTANIA berkeinginan sx-:l'):i}:il,-';nya, maka PIHAK KEDUA
wajils rembonglkar mzoasan ferselat, sehingpa r|mngnn__?;;é'ml.mli lkepeda bentuk semula
sehelum perabalian ferselhi dilikod o, dan semun biaya yang fimmbul nntnlk melaksanalkan
hal itn sepenubliya mesiadi beban dan langrging jawab PIITAK KEDUA.
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(5 FHIAK K EDA -
sshagiaon dan 1iene o, Pepady pihas bon dan 7 aliu avembebankan. gesuatn Techadap
i: L i ] |

Tt e b, Gl PR 2102 | A NEA mseraberi i leulis terlebih dahutn,

.

el bz Ll ek et an wal mesyeswakay Ruangan ataupu

i6) PHAK 3 1§19 IS diperbiiniban Mg, papace nans dan / alay reklaume bail;
bebeniok olivg s brapen cabiva (Lipht Sign), keonphi memennhi sepala peranmag
pratndang - uedingan vang oo dan telnh mendigt persetujuan terlubis ferlebil
daliniu u.JIIH AL 150 T AR A ] b g8
i i g
(v “Dalam mung s an Rt Jaacan menjalankan  pecasalmon PHTAN PERTAMA
harug benindak sl petatitian - peraturan yang telal, dutetapkan/diteluarikon oleh
ingiangi uemerintal muigin olehe PIIAYK I'IE-IR'!',--"LI\J}'_\ dan lidak  akan  melakukan
perbuntin s perbuatan ying  eoural pertimbangan PIHAR PERTAMA dan “dapat
meaimbulian balaya Lerogian aian 5 nangan unluk Pl Hzi\ K. PERTAMA, instansi lain,
G v

P g %
e Pasal 11 ! l
FATAK « PAJAK IDAN BEA MATERA|
(B - g
(D Pajatle Bundi ehan 134 2unen dan segala jenis pajak yang, fimhn) sebagai akibal adanya
C o pedanjianind Aepeimlinya wejach beban dan Biggineg jaowaly PRHIAK REDUA sesuai
denpan peplinig pertinding - indangan yaig berlaky, i .

& Rua nmluj‘;ii‘! R tecng st Perjanig uu:rnpui“'-u:‘. teban dan langgung jawals
PYHAIC Kj_'.'[?lif\ sepennlimy:, 4 ) .
AP : W v
A i Pasal 12 -,j,
poen BERNHIRNYA THRIANITARN!
Fenanjian sewa miiiy: wa ruangan fod sl Gerekhiv, apalila @ - ;'
a. Masa berlekuya Peganjian  sesnu Pasal 3 }"cr}'nnjiuif i lelah berakhir dan tidak
diperpanja. g L. : f :

] i N A : .

b, PUHIAK KIOUA aias kebeodak sewdin menghentikan! Perjanjian sewa menyewa ini
sabelum wkin bovaldhic, doan PINAN DA wajib memibert (ahulan kepada PIHA K
pm;{';}",{ﬁ\.j’.{'\; secia bentabia il veakiin 3 Ui bitdany sebelmmmnya. g '

[ Sebelurn woakin Beral hiniyae Povianfizg ini PIHAK PLEITAMA akao mengaunakan
Ruangan ying disewstan otk pengemianpan dan petluasan sarana Randar Udara,
dengan kelorman P PERTANIA emberilihukan mak sl tersebut kepada MTHAK
KEDULA sedam Lotz dalion wnioin 3 fhrea) Buedan .s-::!n:!unrrfin\'n. .

Rt

|
i J’ L
o &
e :E
I.
: 1
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Puenl 13
DEMDA DAN SANKST . f-

: 1 3]+ bt
s

f\]Mblll I ilL\.I’* FOHELA Ladin clan adan helals uulll_mmk.m Iu\»unlvm-— kewajibanys
seperti yang .,lmmn ¢|.1|nn Perjanjiny iel, maka Perjanjian’ ini akan dibatalkan dengan
kelenduan PI] EA L PUELCTANA tedebih dabhulo alkan mr.,ml;euk 1 |
5 g ; i

Teringalan tt:ilajl'i:_x achanyals 37 (Hga) kali dengan selang wi :l-[lu unldm‘pc‘n‘walun pertama
dare ke darCangava peringatan kedua dengan peringatan ke itipa masing — masing adalah
1O (nepudutd) biari Laleader byl PHIEAK l\! DUA unlok s¢eera mcmenuln kewzmhm -

m_\.vsull..l.m,rn

.4n]ml'.-:.l:| dalani wakiu 14 {ernpat belss) hari kalender terbiling dari tanggal diterimanya

sal perigalan’ ferakbic temvaln PIHAR KEDUA  nasih tidah melnksanaban

lu,waiilmmwa Csecars peanh, naka PUIA i’ PERTAMA  akan mencabul [fasililas
saribingan uiJ‘ﬁf:ﬂ\ teleton, air dan sk, enk R
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Apabila d.lla‘iu ‘v...l lu B¢ eouat belag ) (e hitung, sr.,j..lq puticabulan ﬂ:sﬂlms sepurty
teraebol. dalato Tl b temiyata P1HALL ZEDUTA beluoy amelaksanakan kewajiban -
kewajilwnya, Thika PIHAK PELCTANA aban menniup d.m atau menyegel Ruantan
teisebul, \Ichliwp adak dapat lhpu;;n-mlmu wntuk usihifhegiatan (i olch PITAK
ELEDUA. ik
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l’ll[A{{ £I12 le\M A secara lievluby akan mermberiahuban l::'t*p.‘fl*t PIHAK KEDUA, dan
catnm waktn L4 (anpat belas) hari kaleoder terhitung sejald IkAiVl‘l'ﬂ‘Lln Faangan l.e.ru..lmt
pada Tnwni ¢ ¢, mntha PINAOS PEDUA Barus e nyerahkai Roangan yvang disewa ) kepada

PIHAR PERTAMA  dalam keadaan Loseng: serin h\nt-l.ni\ ‘dengan Lunei — kuncinva,
dengan lerlebih dabulu octonas dan elaRsnnaban ke \\:c|;lm1n Kewajibarmya.

Dalam hal e )mnu.[, wankboowakibn sepati tersebut dalam hu-'hl ' Pazal ini dilampaui dan
lernyata PLIAK KEDUA masih belun menyerabkan mangan yang disewakan IL]"ElI:!r.l-
PTHAIL l:'[ RIPANMA, wala dolam il Sejadian seperti ing l’l[lf\l’ KEDUA dengan ini
secara tegas emben koasa Mlwsna vy tidak dapal dlu:‘.bm S chakhin kembali kepada
FITTAT PERTANMA deagan hal sobiitasi seluruhnya atan sebagion untuk memindahkan
senma barang i hata Lenda vang Bevada i dalam mangdn vang disewa, bk boang

dan hara berata fersebut saililc PHIEAK KEDUA afan bukan Lmun!u / bebem;m tempat.

yaeg disngpnp Laik oleh THITAY TTIETAMA | seionanya atas Ldvm dan tanggun;,, jawab

serfa pemtayooan PIHAR KEDUA dan PHIAK KEDUA (h ngan ink menjarun serta,
meinbebaskgn. PIHAK PERTAMA sekaang, Jdan Iunmiuu;" ,p'.ﬁirl waklunya dart segala
sepalonc D leniatan dae PHEAK JTHDUA, pupawne - pegawsinya dan / alau PIHAK

ETICRY dalasn Benbuls Ceng basatimgan
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siadi kelarmbatan fombavicn selelad lo \\'11 bitas Wik lu pada akhir bulan sejak
Cdbnvandkan cnenh e denda sebosar
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PERTAMA sepera akan memperbaiks Ruangan tersebotl - ‘
CApabila PIRAK, ELEOUA menntil mennmgkinkan untuk tidak meneroskan perjanjian,

Pasal 14

FORCE MAJELRIE

Dic!.’-.l:::m,-.-‘afed: terjedi beaisaban tahi o Tangan yang disewa dan / atau harta benda
PHAAK K EUA, kerasdoin mis dwschabkan hal - hal yang beradu diluar kelugsaan
Ledea belib pilak nale menpatasinya (suatn I"urm::f_.l_\f!njunrc}, misalnya gernpa bumi
kursakan massal, banjic, ievobis, peaberontalan, perdng, epideni dan lain sebagainva,
maka tidok ada kowajitan bagi Fedua belah pihak wtik, menggant kerugian yang satu
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kepada yeng lain. -.i,l.-f
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Dalam el Kejacdian seyoet tersebnl dialas. apabila! menmngkinkan, maka PIFIAK

ik malsid fersebul harns dibedtalnlan seenra lertulfs kepada PTHAK PERTAMA. dan
dalamn kejacion ceperti ini PIIAK K EIUA - tetap: berkewajiban untuk melunasi
pemibayaran yang imasil) terhmitang Fepada PIHAKR FIERTAMA sesuni dengan perjaniian,
ini i :

Paaal |5 o pE

_— PERLIBAIIAN 7 &

Periniion ani dapit bemabain dan 7 ataw ditamton s abas kesepniaian kedua: Lelah pibak dan

dianpkan dabie addandog, vang mietipalan bazian yang meng:
F i i 1

al dan tidale dapat divizahlzan
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dungnn eofalipian . -

' i . Pasal 16
NYHLESATAN PERSEL IS.‘HA?‘I

Soliap pesselisilian yaug vl selibungan dengan Perjanjian ini untol pertorra kali
ahan ddisclaailon ol PINALL PERTARA dan PIHAE, KEDUA secara musyawiiral
Wit ca il <l

Apabila tanyata setelah Jiidakan msyawaall untuk mencapai nmfakat tidak teveapai
perdmnaizn S Lala sopakal, maka untuk selanjnmya perselisihan tersebut akan diserahlzan
dan disole aiban dubi tepkal pevtama dan teak bir mermnit [eraturan, prosecdur Badlan
Arbilrgse  Nasionsl Lodonesin AR oleh arbiter = Tarbilee yang ditmjuk mensol
prriin] an toryelal, O,

Apabila swiali sado piliak nelak mentandi Eepuinsan yang felal) ditetapkan oleh para arbiter
yamr ditsigguls balisaban poradamn L Arlitast Nicional - Indonesia {BAND
selhisgnimana Jersc bl b a7 s mata hedi Belah pilial sepakal menuanjai

Fesrgad i ugpead Sicdanty ananl neeommia Peelak smaint Lepulusan terselod.
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Pasal 17

PENUTUPR

Dewnikian perjanjian ini dilmal Jan Jitanda langani oleh Ledud belah pibak pada hari dan tangga!
tersebul dintas dalan ranghap 2 (dua) dengan dibubuhi mntc: u .sa-n,ukupnya yang masing -
NISINg nu.mpunyd,r kekountan hudonm yang sama.
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2o (BERARTEDIEL) PENDIDHCAN NASIONAL
) UNIVERSITAS JEMBER \
FAKULTAS HUKUM -

i
J1. Kalimanten 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121 l
i (0331) 335462 -- 330482 Fax. 330482
Nomor 873 125.1.1/PP.8/a 50, Jember, 7 Maret 2002

Lampiran

Perihal : KONSULTASS

Yii Ppimpinan PT,(Persero) Angkasa Pura I
Kantor Cabang Bandar Udara International
Adi Sumarmo - Surakarta
di -
Surakartase-=
Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat

menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama * Asika Mahargini
NIM - 98 - 002

Program :S 1 Ilmu Hukum

Alamat " Ngabeyan Rt, 04/02 J1, Merpati No,17 Solo
Keperluan Yonanlbasi Tentang itizsalah " Kajian Yuridis Ter =
padap Perjianiisn Sewn Henyewa Kantor Antara PT,
(Persero) Angkasa Pura I Bandara International

Adi Sumarme Surakarta Lengan PTe Garuda Indonesia,"

Hood loonsualtase il Jdigunakan . untul melengkapi bahan penyusunan

Slavivsl.

Atas bantuan dan kerjasama vang baik kami ucapkan terimakasih.

“SOEWONDHO, S.H., M.S.
i NIP. 130 879 632
Temhusan Kepad @
e Vil Ketua Ii.u:-mxe‘jur' .Perdata. .z
e Yang bersan:.utan

e Arsip
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KANTOR CABANG
BANDAR UDARA INTERNASIONAL ADISUMARMO SURAKARTA

| :_EY? PT.{PERSERO) ANGKASA RURA |

Nomor : AP1 3aL /DL 40.1/02/KCIJ-B Surakarta, &0 Maret 2002
Lamp : -
Perihal : Pelaksanaan Konsultasi KEPADA

YTH. DEKAN FAKULTAS
HUKUM
- UNIVERSITAS JEMBER
DI-
JEMBER

1. Menanggapi surat Dekan  Fakultas  Hukum  Universitas Jember
N0.873/7.25.1.1.1/PP.9/ 2002 tanggal 7 Maret 2002 perihal konsultasi, dengan ini
disampaikan bahwa mahasiswi tersebut dibawah ini :

Nama . Asika Mahargini

Nim : 980710101002

Program : SIU/Ilmu Hukum

Alamat : Ngabeyan RT 04 /02 J1 Merpati No.17 Solo.

telah melaksanakan konsultasi guna memperoleh data primer sebagai kelengkapan
penyusunan skripsi berjudul “Kajian Yuridis Terhadap Perjanjian Sewa - Menyewa
Ruang Kantor Antara PT (Persero) Angkasa Pura I Cabang Bandara Internasional
Adisumarmo Surakarta dengan PT Garuda Indonesia“ yang berlangsung dari tanggal
1 Februari sampai dengan 14 Maret 2002.

9. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima
kasih.

| , ¢ ﬁ perpustassat ‘\
| % GeVERGITAS JEWBER 1

ANKEPALA CABANG
. -+ “KADIV ADM & KOMERSIAL
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. Drs/ARYADI SUBAGYO

Bandar Udara Adisumarmo Surakarta, Tromo! Pos No. 800 Surakaria - 57108, Telp. (0271) 780400 - 780715 - 781164, FAX. 780058 AFTN WRSQ YDYX, E-mail : ap_1_smo@solo.wasanlara.nel.
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